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Pufi dan syvkur tehadrat Tuban Yeng Maha Kuasa.
atas limpshen rahmat dan ksrwnia-Nya. sehingga Penyusenan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L) Tahun 2018 Pengaditan
Neger. Hl Tipikor Samarinda Kelzs W dapat diselesailan desgan
baik Ug® Tahun 2018 Pengadilan Neger HL Tipikor Ssmarinda
Keles W\ disusun mengacu pade Sistem Penyusunan SAKP
berdasarkan Peruturen Presiden R No. 23 Tahun 208 dan
petunjuk  pelaporannys  pada Persturan  Menteri  Negars
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformms Birokrasi Nomor -
53 Tahun 20M tentang Potunjuk Telnis Perjanjian Kiner
Pelaporan Kinerjs don Tata [are Revw atas Laporsn Kinerja
Instansi Pemorintah

Lsparan Kinerja instansi Pemerintah Pengadilan Negert, HL Tipkor Semarinds Ketas A Tabun 7013 o desamn
berdasarkan kebjakan umum Perudilan. vizi dan misi, rencana strategia di delam pelaksanaan togas dan fungsi guna
mencapel tjuen dan sasaren peraditan umum pada Pengadilan Negeri HL Tipkor Samorinde Kelas A Seiam itu
mengevakuas secara berkala menguraikan capian kinera selama ) tahun, jugs mengetengahkan beber s sasarsn
yang bertolak dan Rencana Strategis 20152013 yang betum dicapss poda pelaksansan program Tahun 2013 sehngga
nantinya akan diaution pada tahun 2070 disampieg ity puls dmeksudkan ager menjadi pedoman bagi Pengaditan
Negeri Kl Tipskor Samarinda Kelzs WA untuk secara terus menerus melakukan pembenahan dan parubishan peradisn

Athirnya dengan tersuseya Loporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 203 don Dokumen Perjanjian
Kinersa 2019 dari Pengadilan Negeri H. Tipstor Samarinda Kelas IA diharapkan dapat menjadh suatu bentuk pertanggung
jawsban inerja yang dapat membery manfast bagi peningkatan shustabilitas dan transparansi dan dapat membanty
peningkatan tinerfa pada lingkungan Pengaditan Negert HL Tipitor Smarnda Leias 1A

Kami munyadari Laparan Keerjo Ingtansi Pemerintsh Tahun 2018 ini masih belum sempurna. oleh sebab ity
kami mengharsplan tamggepen. saren moupun kritk yang sifutmya komstruktif dari pihak lain delam renghs
perryempurnaan Laporan Kinerja instensl Pemerintah ini ke depan dan akan tarss berupaya untuk dapat menyusun dan
menyajkan LiiF yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemertahan yang baik ( geed governance)

2 Pebruari 2020

. NIP 196707061992121001
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Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wiayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai wujud dari pelaksansan penguatan area
akuntabilitas serta implementasi mansjemen kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilsn Umum terus
berupaya meningkatkan integritas. performa aparat pengodilan dan peloyanan pada masyarakat pencari
kzadilan. Berbagai program telah diaksanskan untuk mendorong terjadinya perubshan yang signifikan salah
satunya adalah upaya untuk mewujudkan [ona Integritas pada seluruh pengadian dan Pengaddan Negeri
Bebas Korups (WBK) dan Wikayoh Birokrasi Bersihdan Melayani (WBBN).

Sebagai wujud penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menujy Wiayah Bebes Korupsi
{WBK) dan Wilayah Birokrasi Barssh dan Melayani (WBBN). Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29
Tahun 7014 tentang Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintoh. selanjutnys SAKIP tersebut secara
operasionalnye distur oleh Surat Edaran Kementerian PAN dan 88 Na. 53 Tahun 20 tentang Petunjk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaparan Kinerje dan tate cars reviu stas laperan kinerjs instansi Pemerintah yang
diperintah untuk membust SAKIP tersebut aleh Pengadiln Tinggi Kalimantun Timur dengan Surat Wakd Ketua
Pengadilen Tinggi Kaltim NoWIB.U/3470/07.01 2/1/208 tanggal 25 Nopember 2019 melals Surat SEKMA
No |B04/SEK/DT.012/11/208 tanggal 15 Nopember 2013 perihal penyampaion SAKIP dan Dokumen Perjanjian
Kinerja. maka Pengadilan Negeri. HL Tipikor Samarinda Kelas 1A yang merupakan salah satu Badan Peraditan di
bawah Wahkamah Agung Rl akan menyamgaikan Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tshun 2013 dan
Ookumen Perjanjizn Kinerja Tahun 2020 serta Dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 - 2021

Laporan Kinerja Pemerintah ini dibuat sebagai wujud tanggung jawab kami satuan kerja Pengadian
Negeri. Hl. Tipikor Samarinds Kelas 1A sekaligus juga sebagai sustu instrumant ukur dalam mengukur kinerjs.
evaluasi dan analisis pencapaian kegiatan-kegiatan dan sasaran

Laporan Kinerja Pemerintah (LkjtP) satwan kerja Pengadilan Negeri, HL Tipkor Samarinda Kelas 1A
tohun 2018. sefain berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing
indikator kinerja kegiatan sasaran dan target yang dicapal. LK|IP juga menyaiskan data dan informasi yang




relevan dengan kebutuhan bagi pengambil dan pembuat keputusan dalam menilai. mengukur kinerja yang telsh
ditetapkan dan juga memberikan data untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa-masa mendatang.

Bercermin dari keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Satuen Kerja Pengadilan Negeri . HI.
Tipikor Samarinda Kelss 1A sebenarnya tidak terlepas pula dari berbagai kendals yang dibadapi. baik yang
bersifat internal mavpun eksternal. Menanggapi kundisi yang bersifat kendala ini, maks disdakan evaluasi

secara berkala atas kendala tersebut dengan mempersiapkan strategi-strategi pemecahannys sehingga dapat
meminimaksir kendala-kendala tersebut agar tidak terjadi ditahun-tahun berikutnya.

Rincian capaian kinerfa masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat
diilustrasikan dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS |
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI | CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 100% 99,26% 99,26%
Perdata 82,5% 82,5%
HI 188% 188%
Tipikor 75,54% 75,54%
Pidana
b. Persentase perkara yang diselesalkan tepat 90%
waktu: 72,50% 80,56%
Perdata 39,42% 43,80%
HI 98,45% 109,39%
Pidana 46,15% 51,29%
Tipikor
¢. Persentase perkara yang tidak merigajukan ,
upaya hukum : Banding 75% 99.06% 132.08%
Kasasi 5% 99.46% 132.61%
Peninjauan Kembalui 80% 100.05% 125.06%
d. Persentase perkara Pidana Anak yang 15% N/A N/A
diselesaikan dengan Divers
e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama 100% 83.84% 100%
yang puas terhadap layanan Peradilan
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I 101,67%
SASARAN STRATEGIS Il
Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA TARGET | REAUSASI | CAPAIAN
a. Persentase Isi putusan yang dikirim 100% 100% 100%
kepada para pihak tepat waktu
b. Persentase perkara yang diselesaikan 15% N/A N/A
melalul mediasi
c. Persentase berkas perkara yang diajukan




Banding, 90% 92,25% 102.50%
d. Kasasi, 81,89% 90.99%
€. Peninjauan Kembali 76.92% 96.15%
f. Persentase putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat yang 100% 100% 100%

dapat diakses secara online dalam waktu

1 hari setelah putusan

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II 97,93%

SASARAN STRATEGIS Il
Peningkatan Efektifitas pengefolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERIA TARGET REALISASI | CAPAIAN

a. Persentase perkara prodeo yang 100% N/A N/A

diselesaiakn
b. Persentase perkara yang diselesalkan di 100% N/A N/A

e ,
c. Persentase pencari keadilan golongan 100% 100% 100%

tertentu yang mendapat layanan

bantuan hokum (Posbakum)

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III 100%

SASARAN STRATEGIS IV
Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI | CAPAIAN
a. Persentase putusan perkara perdata 90% 29.73% 33.03%
yang ditindakianjuti ( Eksekusi ) _
33,03%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV

Rata-rata Capaian Kinerja Seluruhnya 77,54%

Sangat disadari, capaian kinerja di tahun 2019 sangat jauh yang diharapkan . Namun sebagai gerbang
terakhir penegakan hakim, Pengadilan Negerl Samarinda Kelas 1A akan tetap konsisten untuk
melakukan sebagal upaya agar setiap produk yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan bagi para
pencari keadilan.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Samarinda Klas 1A antara
lain adalah :

a. Peningkatan kualitas SDM
b. Penguatan fungsi pengawasan internal
c.  Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan public,
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A.

KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubshan yang mendasar bagi peren Pengadilen NegeriHlTipikor
Samarinda Kelas |A datam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya. dibidang Administrasi Organisasi Perencanaan
den Kewangan Pengadian NegariMlTipikor Samarinda Kelss I merupskan lingkungan Peradian di bawah
menyelenqgarakan peradéan guna menegatkan hukum dan keadilan. Pengadilan Noger HLTipikur Samarinda Kelas
A bertugas dan berwenang menerima memeriksa, memutus dan menyelesaikan perksra yang masuk di tingkat
pertama,
Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu | saty
sampal dengan lima tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potansi. peivang dan
kendals yang oda pads lingkungan Pengacilan NegeriHllipitar Samarinda Kelas IA. Rencane strategs ini
disbarkan ke dalam program yang kematian durskan kedelam rencans tindakan. Rencana Strategss n keish
didukung dengan anggaran yang memadai ddaksanakan olsh sumber daya manusia yang kampeten ditunjang
s8rana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan kngungan Pengaddan Negeri Hl Tipikor Samarinda
Pengatian Negeri L Tipkor Samarinds Kelos A dalam menjlankan tugas dan funguinys tersebut adalah untuk
mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Regublik Indonesia sebagai lembaga pelaksana ketuasaan
kehakiman di Indonesia.
B. KEDUDUKAN DAN TUPDKS!
fierdasarkan Uindang-undang Nemor 4 Tehun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimen maka keduduken tuges dan
fungsinya Pengaditan Negers,HL. Tiikar Samarinda Kels 1A adalah -
Kedudukan :
Pengaddan Negeri Samarinds Kefas A sdolsh Lingkungan Peradian di bawsh Mshiamsh Agung yang
menjalankan Kekuasasn Kehakiman bagi rakyst pencari keadilan pada umemnya berkedudukan di Kota
Samarinda. dengan daersh hubum meliputs wileyah Kota Propinsi Kalimantan Timur
Tugas Pokok :
Pengaddan Negeri Samarinda Kelas IA bertuges dan berwenang Memeriksa Mengadil. Memutuskan dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. | Tipikor & tingkat pertama ( Pasal S0 UL No.2 Tabun
1386).



Fungsi :

Untuk melaksanaken tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilsn Negeri Samarinda Kelas WA

menyefenggarakan tugas utama sebagai berikut :

1) Fungsi Peradilan ( UU No.S Tahun 2004)

@ Menerima, memeriksa. mengadili dan memutus perkara

b Meagasukan berkas perkara yang mengajukan upaya hokum ke tingkat Banding, Kasasi. dan PKC

¢ Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telsh mempunyai kekustan hokum tetap:

2) Fungsi Nasehat

3 Pengadilan Negen dapat member nasehat stau pertimbangan -pertimbangan daiam bidang hakum kepada
lembaga pemerintah deerah dan lembaga lain yang meminta ( Undang-undang No.5 tahun 2004}

b Melakukan pengawasan terhadap para nerapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah
hukumnya

3) Fungsi Administrasi
Pergudian Negeri menyelenggarakan administras: umum/kevanan dun kepeqawaian dan Pecencanasn (1
Pelaporan serta lsinaye untuk mendukung peleksansen tugas pekok tekmis peradilan dan administrasi
peraditan;

4)  Fungsi Lain
Selsin tugas pokek untuk menerima, memeriksa mengadili dan memutus pertara berdasarkan Undang-
undang No.4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadian Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain
berdons ot phriou e



L ISUSTRATEGS
lsu - Isy strategis sepanjang tahun 2013 terkait dengan kemajuan stau perubahan di berbagai peradilan umum antara

lain :

L

Q » Court

Yomitmen Mahkamah Agung Rl dslam mewsjudkan kemudshan berusahs mempermudah skses terhadap
keadilan kembali dibuktikan dengan adanya aplikasi berbasis website yaitu aplikasi e-caurt Mahkamah Agung
menjadi salsh satu pelaksasn administrasi di Pengadilan secars elektronik. menerbitkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor [22/KNA/SK/VIL/2Z01B tanggal 09 Jub 2018 tentang Pedoman Tats kelola
Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan

Pengadilan Negeri Samarinda Kelas la telsh melsksanskan sdministrasi perkara secara eletromk dan
merupakan serangkaian proses penerimaan qugatan/permohonan, jawsban. replk duplk dan kesmpulan
pengelolaan dan penyampaian dokumen perkara perdata dengen menggunakan system elektronik yang
berizky sejak awsl Desember 2018 ini,

Rplikasi e-court ini merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk peadaftaran perkara perdata secara
on kine (e-filling). Pada tanggal 12 Desember 2019 Pengaddan Negeri/Hl/Tipikor Samarinda Kelss IA
bekerjasama dengan Pemerintah Kota Samarinda menggelar acars Sosiolisesi Aplikasif-Court (E-filling, £-
payment, £-Summons) . E-itigasi. E-raterang dan Bugatan Sederhana. Acars dihadiri oleh Wakil Walikota
Bapek M Barkati.S.sos. beserta bira hukum Setda Prov Kaltim. Hakim Pengadilan Tinggi Kelimantan Timur,
serta turut mengundang Bank se witayah Samarinda. Jajaran Anggota PERADI LKBH Pusaka. Kejaksaan Negeri
Samarinda . Ketua Komisi Informasi Prov Kakimantan Timur, Badan Pertanshan Kota Samarinde. KPU. Lurah .
Camat serta beberap terksit di Pemerintahan Lsinnya




bahwa dengan adanya e-litigasi , menjadikan sistem peradilan lebih cepat dan lebih sederhana
dan pada awal tahun 2020, E-litigasi sudah diterapkan diseluruh Pengadilan Tingkat Pertama
untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan petunjuk dan
pedoman yang berlaku. Semoga dengan berjalannya Aplikasi E-court yang menjadi produk
unggulan Mahkamah Agung dapat mempermudah para pencari keadilan di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Samarinds Kelas IA untuk mendapatkan pelayanan maksimal serts
mewujudkan suatu mekanisme kinerja yang transparan dan bertanggung jawab.

Keadaan Perkara melalui e-Court
Penerimaan dan Penanganan Perkara e-Court Tahun 2018

Jumish Perkara Secars Elektronik

No. | NamaSatker | Diterima Diputus

Dicabut | Secars | Secars | Jumish
Htﬂhr

Sisa/Masth
Dalam
Pruses

25

I | PN.Samarinda 30 - S - 5
Kelas 1A

SIMPEG MAR! : Aglikasi berbasis web yang dbangun oleh Mahkamah Agung Rl dengan tupusn untuk
pengelolsan data Sistem Informasi Kepegawaan Aphkasi ini tidak bersifat pelayanan intern satker. Adagun
bentut tampitan:

Itulah beberape perangkat lunsk / aplikasi yang dipergunakan & Pengaddan Negeri Ssmarinda dolam
menjslankan Tugas Poknk dan Fungsinya untuk Tahun Anggaran 701 ini

" SISITEM INFORMAS! KEPEGAWAIAN

SINEP PEMUTAKHIEAN DATA




3 PELAYANAN ADMINISTRASI DI PN.SAMARINDA KELAS 1A

STANDAR PELAYANAN

SX STANDAN MARLUMA] MLIA

PELATANAN PLLATANAN T

Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan dbawahnya senantiosa berupays mensta. meningkstian . dan
menyederhanakan pelayanan public dorgan cara menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pty { PTSP )
Melalui PTSP ini Mahkamah Aqung ingin pengeiolaannya dimulsi dari tahap awal sampai akhir / terbitnya
sebush dokumen dlakukan di dalam satu tempst Wujud keseriusan Mshkamah Agung tersebut diakukan
dengan  dikeliarknnya  Keputusan  Direktur  Jendersl Bada Peraddan  Umom  Nomor
TI/0JU/SK/HMO23/2/2018 tentang Pedomen Stander Pelayanan Terpadu Satv Piatu (PTSP) peda
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

BUDAYA PELAYANAN PRIMA

AL MLTVGAS PN APLINAN » SNTRIAN AFLIAN # AKUNM AMLIEAL & MWV
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ﬂ

——_— —
| ‘.‘7 =
AMLIAN 4 " AFLIRAM & A1 "

3

e

Keputusan Direktur Jendersl Badan Peradian Umum Nemor 77/0JU/SK/HM 02.3/2/2018 tentang Pedoman
Stendar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengaddan Tinggi dan Pengaddan Negeri. Dalam




pelaksanaan PTSP tersebut dibuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A Nomor WIS-
UL/363/KPN/SK/|/2018 Tentang Pembentukan Struktur Pefaksanaan Pelayanan Informasi Pads Pengadilan
Negeri Samaerinds Kefas A serte Keputusan Ketus Pengadifan Negeri Somorinda Kelas (A
No WIB UL/Z305/XP 04 6/111/2018 tentang Penunjukan Petugas PTSP di Lingkungan PN. Samarinda Kelas 1A

Pangadilan Negeri Samarinda Kelas A yang mendapat Payment Peint dari PT. BTN Cabang Samarinda untuk
segala pembayaran biaya pertara yang berhubungan dengan masalah perkara di Pengadilan secara on line
(e-payment) dan pemanggilan yang didakukan dengan saluran elektronik{e-Summons) dan Aplikasi e-court
terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan aplitasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dengan
adanya splikasi e-court , Masyarakat Pencan Keadilan lebih siap dalem perubshan system manajemen
perkara yang tedinys manual ke system wlektronik. serts dapat merespon lebih baik. transparan cepat dan
tepat wakty

Inzage diatur dalam SX Ketus Mahkamah Agung RI
NoI26/KMA/SK/W/20T tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Pemeriksaan berkas perkara sebelum berkas periars di limpahlan baik Kepengadilan Tinggi maupun
Mahkamah Agung R dalam rangka upaya hukum Banding dan Kasasi Dalam undang-undang No.20 Tahun 1347
tentang Peradilan Ulangan diatur dalam Pasal Il ayat (1) bahwa para pihak dapat melihat surat-surst yang
bersangiutan dengan perkaranya di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A

-----
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D. STRUKTUR DRGANISAS!
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam persturan perundang-undangan. yaitu Undang-Undang Nomor
3 Tehun 2004 tentang Mahkamah Agung serta Peraturan Presiden Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomer : 7 Tahun 2015 dabsh
Perma Nomor | tahun 2017 tentang Struktur organisasi kepaniteraan dan kesekretaristan.
Dengan pemelasan Strustur (rganisasi Pengaddan Negeri, HL Tipikar Samarinda Ketas A

Pampinan Pengaditan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Waekil Ketua

Hakim Anggota adaish Pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman, terdini dari Hakim Karier 15
orang, Hakim Adhoc HI 5 orang dan Hakim Adhor Tipikor 3 orang.

Keparsteraen yang dipimpin oleb Panitera. dibantu . Paniters Muda Perdata. Panitera Muda Pidana. Paniters
Muda Khusus HL Paniters Muda Khusus Tipikar dan Panitera Muda Hukum

Kesekretariatan yang diimpin oleh Sekretaris. dibantu oleh Kepala Scb Bagian Limum dan Keuangan. Kepela
Sub Bagian Kepegawsian, Organisasi don Tata Laksana serta Kepala Sub Bagian Perencanaan. Teknologi
informasi dan Pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Panitera pengganti terdiri 13 urang Jurusits terdini 4 oreng. dan
Jurusita Pengganti terdiri 6 orang

Staf yang dtugaskan secara menyebar disehuruh unt Pengaddan Negeri. |, Tikor Samarinda Kelas A terdir
dari 3 orang. ( bogian umum/kesangan satu orang bagian bogian kepanitersan PHI satu orang. bagian
kepanternan hotum satu orang )
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E. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
Dalam Surat Keputusan Direktur Jendersl HBaden Peraddlan Umum Mohksmsh Agung RI  nomor
TI70JU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelsyanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengaditan
Tinggi dan Pengadilan Negeri. Salsh satu bentuk pelaysnan prima aperatur peradilan yang mempunyai milai
strategis sekaligus dapat menjadi ujung tombak pelayanan prima Pengaditan adalah layanan One Stop Service .
Lembaga One Stop Service merupakan bentuk mekanisme dan sestem kerja petayanan perkara kapada para pihak
pencan keadilan dengan layanan terpadu menggunakan satu pintu dimana semua urusan yang berkenasn dengen
keperluan pengurusan administrasi perkara mulal dari pendaftaran sampai kepads kepengurusan hasil dan
pelaksanaan putusan diselesaikan sampai tuntas di one stop service. One stop service dilsksanakan di Institusi
Peradilan dalam rangka reformesi birokrasi dalam mengkemas system Pola Bindalmin melaui meja-meja yang
lehih tertats sistematik, sederhana tuntas dan trasparan. sehingga butwl-betul mendukung asas peradilan yang
sederhana. cepat dan biaya ringan yang pada muaranya layanan ini dapat memberi kenyamanan. keamanan dan
kepuasan bagi pencari keedilan yang sekaligus bertujuan secara internal untuk meningkatkan profesionalitas.
elisien dan efektifitas kerja sehingga One Stop Service sebagai lembaga strategis yang dapat lebih efekif
membariken pelayanan prima Pengadsan.
F. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kimerja Pengadian Negeri HL Tigikor Samarinda Tabun 203
berpedoman pada Peraturan Mentari Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomoe 53
Tahun 2014 Tentang Petuniok Teknis Perjanjien Kinerja dan Tata Cara Reviu stas Laporen Kinerje Instansi
Pemerintsh Namen demikian. agar LKW ini dapat lebib menjelaskan kinarje Pengaditan Negeri HL Tipiker
Samarinda Kelas 1A maka sistematika penyajian disajiken sebagai berikut:

BABI  Pendshuluan
Pada beb ini disajikan Penjelosan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis
urganisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organissst

BABIl  Perencanaan dan Perjanjian Kinarja, Menggambarkan :
Pada bab ini diursikan ringkasan /ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

BABII  Akuntabilitas Kinerja yang menjeleskan -
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab i disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataen Kinerja sasaran
strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja arganisasi. Untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis tersebut dilskukan analisis capaian kinerja sebagal bertkut -
| Membandingkan antara Target dan realisasi kinerja tahun int




7. Nembandingkan antara reakisasi kinerja serta capaian kinerja tabun ini falu dengan beberaps
tahun terakhir:

3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangks waktu
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

4 Membandingkan realisasi kinerfa tabun ini dengan standar nasional (jiks ada):

S Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atsu peningkatan / penurunan kinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan;

& Anglisis atas efesiensi penggunaan sumber daya:

T Analisis program/kegiatan yang menunjong keberhasan ataopun kegagalen pencapaien
pernyataan kinerjx

8 Reslisasi Anggaran
Pada sub bab ini diersiakan reslisasi anggaran yany digunakan dan yang tedah digunakan untuk
pengukuran dan penyajian dari hasd pengukuran kiners).

BABIY Panutup

Muummfmummmmmm
BAB V Lamgiran :

[ Perjanjian Kinerja

> Lain-lain yang dianggap pertu (penghargaan yang diterima oleh Satker).




A RENCANA STRATEBIS TAHUN 2015 - 2018
Berdasarkan Undang-undang Namor & Tahun 2004 tentang Keluasaan Kehakiman, Pengadian Negeri HI. Tipidar
Samarinda Keles IA bertuges dan berwenang. memenitsa, mengaddf dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara
perdata HI dan Tipikor di Tingkat pertama
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A menyelenggarakan fungsi :
& Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama.
b Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding. kasasi dan peminjauen kembali serts
©  Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur d lingkungan Pengaditen Negen Samarinda
Kelas IA (Perencanaan Kepegawaian imum dan Keuangan)
Galam rangha melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektil efisien dan skntabal, Pengadian Negeri
. RPJNN 2015-2018
2. Renstra Mabkamah Agung Republik Indonesia 2015-2018
3 Renstra Pengadilan Negeri Samarinda Kelas A 2015-2018
& Penetapan Kinerja Tahun 209

RPJMN 2015-2018

Pembangunan di Indoaesia senantiasa ditujukan uatuk mewujudkan cita-cita dantujusn Negara Indonesia
bernegers dilskukan dengan merenconsken pembangunan masionsl secars utwh bertzlenjuten dan
berkesmambungan Adspun  Rencana Pembangunan Nasional Indanesia (RPUMN) 2005-205 indanesia telsh
mefewati tahap RPJNN | dan sedang menjalani RPJMN If yang masing-masing berfocus semata untuk menata dan
memantapkan penataan indonesia di segata bidang. Saat imi Indonesia akan memasuki tahap RPJMN Il yang
ditujukan untuk memantapkan pembagunan secara menyeluruh di berbagal bidang dengan menekankan daya saing
kompatitp perekonomian berlandeskan keunggudan Sumber Daya Alam dan Sumber Days Manusia berkualtas
serta kemamguan ilmu dan teknologi terus meningkat.

Sasaran pembengunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagal hidang ditekankan
untuk meningkatkan daya saing komgatitif perekonomian. Demibian pula halnys pembangunan di bidang hukum




membutuhkan perencansan strategis ager dapat memberikan knatribusi terhadap peningkatan daya saing
Indonesia.
Berdasarkan tshapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengsh sepert: tertuang dalam
kerangka RPJMN Il ini maka beberapa pain penting pembangunan hukum 2015-2018 -
{a) Menciptakan penegakan hukumyang berkuaktas dan berkeadilan
(b} Meningkatkan komtribusi hukum untuk peningkatan daya ssing ekonomi bangsa.
(c) Meningkatkan kesaderan hukum umtuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan
Meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang dari ketiga poin penting distss. ditetaphan tiga sasaran
pembangunan huium dalam lima tahun kedepan. yakni :

a. Penegakan hukum yang berkualitas.

b. Efektifitas Peacegahan dan Pemberantasan Korupsi

c. Pengharmston Perfindungan dan Pemenuhan HAM
saing perekonomian Indonesia. Masing-masing sasaran pembangunan hukum 2015-2018 diturunkan lag ke dalam
12 arah kebijakan yang depilib berdaserkan pertimbangan tingkat signifikansi dan urgensinya dalam kma tahun ke

Gambar | - Kerangka Pikic RP JMN 2015-209

Sasaran Pembangunan Nasional 2015-2019
“MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN NASIONAL®

Sasaran Pembangunan Hukum & HAM Nasional 2015-2019




Rencana Strutegi Mahkemah Agung Tahun 2015-2019

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut
distas dalam rangka mewujudkan Visi Terwuudnya Badan peradilan Indonesia yang Agung”. maka Mehkamah Agung
menetapkan 7 sasaran sebagai berfhut :
| Terwujudnys akses peradilan yang pasti, transparan dan skuntabel.

2 Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran.

3. Meningkatkan penyederhanaan preses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

4. Terwuudnya pelaksanaan pangawasan kinerja aparat peraditan secars optimal baik internal maupun eksternal

3 Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang tenintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang
sederhana. transparan dan akuntabel

B Terwujudnya transparansi pengelolaan SON lembanga peradilan berdasarkan parameter objektif

7. Peningkatan Pengelnisan Aset. Keuangan dan Kinerja.

Rencana Strategs Pengadilan Negert Samarinda Kelas 1A Tahun 2015-209

Rencana Strategis (Renstra) Pangaditan Negeri Samarinda Kelas WA 2015-7018 yang telah dperbaharui
berdasarkan Swrat Keputusan Ketus Pengadian Negeri Semarinda Kelas 1A Namor WIB.LI/7I2/KP.D4 6/1/2020
merupakan perancanagn jangka menengah Pengadilzn Negeri Samarinda Kelas 1A yang berisi tentang gambaran
sasaran atay kondisi hasd yang akan dicapai datam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Samarinda Kelas
A beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapal sasaran sesuai dengan tugas. fungsi dan peran yang
damanahkan

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Samarinda Keles A telsh mengacu pada Reastrs khususnya
Negeri Samarinda Kelas IA dapat diillustrasikan sebagai berikut -

STRATEGIS 25 (206 (20 (208 | 208
Terwupdnya A Persentase sisa perkara yang | 100% | 100% | 100% | 100% | I00%
Proses Peradilan |  Diselesaikan

yang Pasti | - Perdata
Transparan dan | - Pidans
Akuntabel -Hl

- Tigikor
B Persentase Perkars : 85% 90% 80% | 80% | 90%
- Pardata
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gal"‘lum Memingkatnya Kualitas 100%
Persentase 100%
Pengelolaan manajerial kantar

Persentase  Penyusunan RKAKL T00%




B .VISI DAN MisiI

VISi, MISIDAN MOTTO
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

Visi merupakan cara pandang javh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Neger. HL. Tioikor Samarinds Keles A. Vsi Pengadian Negeri, L Tipkor Samarinda Kelas 1A mengacu
pada Mahkamah Agung ¥ adlah sebagai berikut

Wmuﬂu“&wx

Mis: Pengadian Neger. . Tipikor Samarinda Kelas A adalah sebagaiberiut
| Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Samarinda:
2 Meningkatkan kuslitas Kepemimpinan i Pengadilan Negeri Samarinda:

3 Mangiatan kaibits dan rarsporan h Pangadian Neger Samarids
4 Mhhm&hnmmﬂb&u




C. TULJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan :

Tujuan adelah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pangadilan Negers Hl
‘msmuaummm«mmummwwummm
bervkut

| Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepussannya terpenubi.

2 Setap pencan: keadian dapat menjangkau badan peraddan

3 Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri. Hl, Tipikor Samarinda Kelas A dapat memenuhi butir | dan 7 diatas.

Sasaran , Indikator Kinerja Utama, dan Target:

Berdasarkan atas tujusn selanjutrya Pengadilan Negeri HL Tipikor Samarinda Kelas 1A menjabarkan
dalam sasaran-sasaran strategis yang skan dicapai secara tahunan selama periode Renstrs. Sasaran strategis
dan indikator kinerfa sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015-2019.

Disamping itu. Pengadilan Negeri, Hl. Tipikor Samarinda Kelas 1A juga tefah menetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) sebagal ukuran keberhasdan orgamisasi dalam mencapsi sesaran strategis erganisasi. Penetapan IKU
telsh mengacy pada Renstra Pengadilan Negeri. HL Tipikor Semarinda Keles |A Renstra Mahkamah Agung serta
RPJMN tahun 20i5-208.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilsh Indikator-Indikator kinerja yang ada dalam Renstra
Pengadilan Negeri HL Tipikar Samarinda Kelas 1A tahun 7015-7018 memiki fokus Bussines Process ( Peningkatan
kapasitas internal organisasi)

Tabel Sasaran Stategss Peagodilen Negen Samarinda Kelas 1A

Terwujudnys Proses Peraditan yang Pasti | Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Transparan dan Akuntabel Pidana,

PHI

Tipikor

Persentase perkara yang tidak mengajukan Banding Kasasi dan PX.
Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi. |

Indux Respanden Pancari Keadilan yang puas terhadap layanan




Peradilan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Persentasa isi putusan yang dikirim kepada pars pihak Tepat Wakiy

Penyelasaan Perkara

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Medsasi
Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi PX
Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat
yang dapat diskses secara on line delam waktu | hari setaleh
diputus
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Persentase perkara prodes yang diselesaikan
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Persentase yang diselesaikan di luar

mmm*mmm ‘

Putusan Pengadilan (dieksekus))

Meningkatnya Kuakitas SON Memproses usulan Kenaikan Panglat

Memproses Kenaikan Bay Berkall
Mmproses usulan CPNS menjadi PNS
Memproses usufan KARIS/KARSH
Memproses usulan mutas dan Promasi
Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat di akses secara on line dalam waktu
maksimal | hari kerja sejak diputus.

Nenngkatnya kualitas pengawasan @ Persentase pengaduan masyarskat yang ditindablaryuti

b Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
_ditindabianuti

0. PROGRAM DAN KEGIATAN
£nam sasaran strategis tersebut merupakan srahan bagi Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A untuk mewujudkan visi
dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan kegiatan Poknk yany akan dilaksanakan sehagai
berikut -

a  Program Peningkstan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Limum merupakan program untuk mencapai sasaran strategs dalam hal
penyelesaian perkara. tertib administrasi perkora dan akspbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang

mmwmmaa—*—m—w-mvm

| Penyelessian Perkars Pidana. Perdata. HL. Tipikar

2 Penyelesaian sisa perkara Pidena, Perdata. HL Tipikor

3. Penelitian berkas perkara banding dissmpaikan secara lengkap dan tepat waktu
4 Regster dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis tepat wakty

8 Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara




b Program Oukungan Manajemen dan Pelaksenaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Mansjemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnye Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai
sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang
berkualitas Kegiatan pokok yang difaksanakan dalam program ini adstah -

| Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2 Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

¢ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pragram Peningiatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapas sasaran
strategis dalam penyedisan sarana dan presarana kegiatan pakok program iné adalsh pengadaan sarana dan
prasarana di kagkungan peradian tingkat banding dan tingkat pertama.

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEG!
Dalam rangka mewujudian visi dan misi. tujuan den sasaren yang ditetapkan, Pengadilan Negert. Hl. Tipikor Samarinda

a. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat mementukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang shuntabel dan
transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperaleh kepastian hukum.

Kineey senyat mempengarubs g rendahya angka penvelesaan perkara proses peradian yang capat. sedechan
transparan dan akuntabel. Peningkatan kimerja bertujuan untuk meningkatian integritas sumber days aparatur
peradian

Hal-hal yang perfu diparhatikan untuk mendukung kebgakan dan strategi peringlatan kinerjs -

| Sistem karir merupakan perbaikan dslam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi

7 Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum
yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

3 Menguasai Standar Operasional Pekerjaan ( SOP ) sesuai bidangoya

& Dsampng itu. perly adanya dukungan sarana dan prasarane dan Teknologi Informasi yang memadai untuk
memnghetkan bnerja |

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Datam upaya untuk meningkatkan kualtas pelayanan publik, diperiukan kebfakan yang memperhatikan ha-hal
sebagai berikut -

| Mamiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak don kewajiban penyelenggaraan
peiayanan maupun penerima layanga
2 Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

3 Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi infarmasi untuk pelayanan publik




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIXATOR KINERJA
Terwujudnya Proses Peraddan yang Pasti, | Persentase sisa perkara yang diselesaikan Pidana, Perdata
Transparan dan Akuntabel PHL. Tipikor

Persentase perkara yang disslesaikan
Pidana,
Perdata.
PHI
Tigikor
Persentase perkara yang tidsk mengajukan Banding.
g
santase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengen Diversi. |
Peningkatan Efektivitas Pengelolasn Persentase isi putusan yang dikirm kepada para pihsk Tepat Wakty
Penyelesaian Perkara
Ehﬁ!;“lﬂw
: Pertara : K
yang dopat dizkses secara on line dafam waktu | hari setelah
doutus
, Masyarakat Miskin dan Terpinggirksn
- | Bantuan Hukum
Meningkstya Kepatuhan Terhadap Persentase Putusan Perkara yang ditindak Lanjut)

ML-!G_-_W
Meningkatnya Kualitas

Memprases Kenaikan Gaj Berkali
Memprases Usulan Pensiun
Mmpreses usulan CPNS menjadi PNS
Memprases usulan mutasi dan Promosi
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d  Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
detindaklanjuti




RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

A TAHUN 2018
Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi
instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu Didalam rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk
seluruh indicator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Adapun Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Samarinda sebagai berikut :

951,000

Peningkatan Efektivitas a  Persentase i putusan yang dikirim
Pengelolaan Penynlesaian kepada para pibak tepat waktu

P
i
:
i
§| 22 88 g 33z 8§

Mhmﬂ-ﬂ-
Meningkatnya Akses a !-_ﬂ-l'lhll'*n 00%
. ——— T'%im 00
miskin dan terpinggirkan o ’ yang diselesaikan di |  100%
| & MEMW 100%
Tertentu yang mendapat layanan Bantuan
Hukum ( Pasbakum )
Meningkatnya Kepatuhan a Persentase Putusan Perkara Perdata 90%




B. TAHUN 2020
Adapun Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Samarinda Kelss 1A sebagai berikut :




[ PENETAPAN XINERJA TAHUN 2018

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan knmitmen yang mempresentasi tekad dan janj untuk mencapai
kinerja yang jelas dan terukur dafam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber days yang
dikeolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evahuasi skuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019,

Sasaran-sasaran yang di capei Pengadilan Negeri Samarinda kelas |A tshun 2013 dan dinyatakan delam penetapan
sasaran kinerja tahun 2019 . dengan menyesuaikan hasil indicator kinerja utama Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A
yang disusun tahun 2013 Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan sasaran-sasaran yang menjads
isu strategis Pengaditan Negeri Samarinda pada tahun 2018. Maka dapat diperinci sebagai berikut -

]
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3
g

Menaagkatnya Akses Peradian | g Persentase Parkars Prodeo yang diselesakan 100%
e oo Prars yog Bl 0%
i, Persentase Pancari Keaddan Gilongan Tertenty 100%
yang mendapat leyanan Bantuan Hukum
(Poshakom)
Maningkatnya Kepatuhan L MPMPUMPM yang 90%




Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang
tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi

Pengukuran Kinerja adalsh proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran
kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan
sasaran dan tujuan yang telsh ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudken sebagai
mekanisme untuk memberikan reward/ punishment. melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajeman untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilen Negeri. HI. Tipikor Samarinde Kelas (A
tahun 2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja
yang teleh ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan
tercapai atau tidsk Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja.
namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini . Rincian
tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini
Capaian Kinerja Pengadilen Negeri, H, Tipikor Samarinda Kelas IA.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri. HI, Tipkor Samarinda Kelas IA Tahun 2013 adalah
sebagai berikut -




Perdata, 100% 9926% | 99.26%
Hi 82.5% 82.5%
Tipikor 188% 188%
Pidans TS56% | 755%
b. Persentase perkara
Perdata 7250% | B0SB%
Pidana 0% 8845% | A380%
M, 3942% | 10939%
Tipikor, yang diselesaikan 4B15% | S51.29%
tepat waktu
c. Persentase Perkara yang
tidsk mengajukan upaya
hukum :
- Banding 75% 9906% | 13208%
- Kasasi 5% 8946% | IBZB%
- 80% 00,05% | 12506%
d. Persentase Perkara Pidana 5% N/A N/A
Anak yang diselesaikan dengan
Diversi
e. Index Responden Pencari 100% B3.84% 100%
Keadilan yang puas terhadap
layanan masyarakat.

Sisa perkara adalah perkara yang belum di putus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa
perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara
yang sudah putus tetapi bekum minutasi

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai perbandingan antars sisa perkara yang
diminutasi dengan jumah sisa perkara, difungsikan sebagai berikut :

- x 100%




Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2013 adalah sebesar 100%. Untuk tahun 2018 dan tahun 2019
indikator kinerja ini sudeh ditetapkan sehingga dapat diketahui capaiannya realisasi dan
capaian indikator kinerja. Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019
disampaikan pada tabel berikut -

a1 PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA

Pada akhir tahun 2018 sisa 134 perkara sedangkan Sisa perkara pads akhir
Desember 2018 sebanyak 135 perkara. mengalami kenaikan Tabel berikut
menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda
Kelas IA pada tahun 2015 :

)
B
ré
Berdasarkan data-dats tersebut diatas maka reslisasi indikator kinerja ini pada tahun 2013
adalah 99.26% dengan perhitungan sebagai berikut :

Reasisasi = Jumlab Siza Perd x I00%

i

134
i
—

134 Perkara
Realisasi = 122 7<% y 49,

=88,26%




Capaien diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun
2013 capaian 8147% untuk indikator kinerja ini adalsh sebesar 100%

me 100 %

= 89.26%
[b.1 PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA KHUSUS

Pada akhir tahun 208 sisa 33 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir
Desember 2013 sebanyak 40 perkara, mengalami kenaikan. Tabel berikut menggambarkan
keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun
2019 :
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Berdssarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2013
adalah 82.5% dengan perhitungan sebagai berikut -

Sisa Perkara tabun lalu
Reaisasi = R teh x 100%

Realisasi = f.""‘"l 100%

=B2.5%

Capaien diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun
2018 capaian B2.5% untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%

82,5%
MWIIW%

I.b.I. PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA KHUSUS
Pada skhir tahun 2018 sisa 30 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir
Desember 2013 sebanyak |6 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara
pada Pengadilan Negeri/Hl/Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2018 :




T T
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Berdasarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019
adalah 188 % dengan perhitungan sebagai berikut :

_ Sisa Perkara tahun lalu
kﬁ-l o Sisa Pericara X 100%

Realisasi = ::m x 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun
2013 capaian 188% untuk indikator kinerja ini adalsh sebesar 100%

n—--;.-""‘“f-exmo%

=88 %
Lb.1. PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA
Pada akhir tahun 2018 sisa ITB perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir Desember 2019
sebanyak 246 perkara. mengalami kenaikan. Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa
perkara pada Pengadilan Negeri/Hl/Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2019 :

- m
=¥ 41 47
| 7 | mes | o
Berdasarken data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun
2019 adalah 75.54% dengan perhitungan sebagai berikut -

a | I‘ “ﬂ’mnhlmxm

Jumlah Sisa Perkara




Realisasi = Z::::x 100%

=75.56%

Capaian diperoleh dengen membandingkan antara realisasi dan target. dimana pada tahun 2019
capaian 81.47% untuk indikstor kinerja ini adalah sebesar 100%

h—%uoo%

=75.56%
Pada akhir tahun 2018 sisa 343 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir Desember 2013
sebanyak 47| perkara, mengalami kenaikan. Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa

perkara pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2019 :
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Berdasarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun
2019 adslah 81.475% dengan perhitungan sebagai berikut :
W'mml“l 2%y 100%
Realisasi = 2" x 100%
=B1.47%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019
capaian B1.479% untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%




Bw-’:—%x 100 %
=B1.6T%

Persentase sisa perkara perdata, pidana umum, pidana khusus tipikor dan perdata khusus
Hubungan Industrial yang masing-masing ditargetkan selesai I00% pada tahun 2013, dengan capaian
dari sisa perkara tahun 2013 tercapai B147%. Hal ini behwa sisa perkara tahun 2018 yaitu 343
perkara. seluruhnya belum dapat diselesaikan pads tafun 209

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2019 yang mencapai target sebesar BI47 %
menunjukkan bahwa system kerja yang sudah maksimal di lingkungan Pengadilan Negeri, Hl. Tipikor
Samarinda Keles |A telah berjalan dengan bak dan lancar walaupun ada sisa perkara tahun

sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berjalan.

Indikator kinerja ini dikuantitatifken sebagaei perbandingan perkara yang diselesaikan
(sampai minutasi) dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk).
difungsikan sebagai berikut :

Target penyelesaian perkara pada tahun 2018, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator
kinerja, Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 ditampilkan pada tabel berikut ini -




Lb.1. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2018, yang menjadi saldo awal perkara
perdata masuk berjumiah 134 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 0 perkara, perkara yang
diputus sebanyak 774 perkara dan sebanyak 659 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara
yang belum diputus sebanyak I35 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara
perdata pada Pengadilan Negeri Hl, Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2019 -

Tabel : Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019 :
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Berdasarkan data-data tersebut maka reslisasi penyelesaian perkara perdata pada tahun 2019 adalah
sebesar 72.50%. dengan perhitungan sebagai berikut

- |
WB'"."@"“M““"'._ A,:""'!'I'""I"] X 100%

Realisasi =—2"_-»{l0%
=7250%.
Capaian 30% diperoleh dengan membandingken antara realisasi dan target. dimans pada tahun 2019
capaian untuk indikator kinerja ini adalsh sebesar 80.56% mengalami penurunan dibanding tahun
2018 indikator kinerja 8341%.

Gws"—i%*x 100 %




|b.Z. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA KHUSLS HUBUNGAN INDUSTRIAL(HI ) -

Sisa perkara perdata Khusus Hl pada akhir Desember 2018, yang menjadi saldo awal perkara
perdata HI masuk berjumlah 33 perkars, perkara yang dicabut sebanyak B perkara, perkara yang
diputus sebanyak 37 perkara dan sebanyak 54 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum
diputus sebanyak 40 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata khusus Hl pada
Pengadilan Negeri, Hl, Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2019

Tabel Keadaan Perkara Perdata Khusus Hl Tahun 2018 :

a | =
Berdasarkan data-data tersebut maka realsasi penyelesaian perkara perdata H pada tahun 2013

|en|

Perkara Diselesaikan (sampai dengan minutasi)
Ralmt = = X 100%

54
Realisasi ==l 00%

=38.47%.
Capaian 0% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019
capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 43.80% mengalami penurunan dibanding tahun
2018 indikator kinerja 72.55%.

Capaian =222 x 100 %

= 4380%




Lb.3. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM (PIDUM) -

Sisa Perkara Pidana pada akhir Desember 20IB. yang menjadi saldo awal 146 perkara dan Pidana
masuk berjumiah 22 854 perkara, perkara yang dicabut sebanyak - perkara, perkara yang diputus
sebanyak 22777 perkara dan sebanyak 22644 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkera yang
belum diputus sebanyak 223 perkara, Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara Pidana pada
Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2018 :

Tabel Keadaan Perkara Pidana Umum Tahun 2019 :
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Berdasarkan data-dats tersebut maka realisasi penyelesaian perkara Pidana pada tahun 2019 adalah
sebesar 38.45 %, dengan perhitungan sebagai berikut ;

Perkara yang Diselesaikan -plu.’--l-ﬁ)'
Realisasi = Saldo Awal m&mm 0%

- 22.644 Ilﬂ'i
Realisasi 146+(22.854)

= §8.45%.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antars realisasi dan target. dimana pada tahun 2018
capaian untuk indikator kinerjs ini adalsh sebesar 109.39% keadaan tetap dibanding tahun 2018

indikator kinerja 108.39%.




Capsian =22 x 100 %

= 108.39%
1b.4. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS TINDAK PIDANA KORUPS! (TIPIKDR ) -

&a%w%mh@nﬂa&bﬂmﬁrﬂﬂmmﬂisﬂ&aﬂ%p&u?iﬂm
Korupsi masuk berjumiah 35 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 0 perkara. perkara yang
diputus sebanyak 43 perkara dan sebanyak 30 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum
diputus sebanyak 16 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri. H. Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2018 :

Tabel Keadaan Perkara Pidana Khusus Korupsi Tahun 2019 :
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara Pidana Khusus Korupsi pada
tahun 2013 adalah sebesar 46.15 %.. dengan perhitungan sebagai berikut :

Perkara Diselesaikan ( minutasi)
Pk = 2 e e )

Mu%mx
=4515%
Capaian diperoleh dengan membandingken antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019

capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 51.28% mengalami penurunan dibanding tahun 2018
indikator kinerja 83.33%.

c—--‘%’f"x 100 %

= 51.29%




PENYELESAIAN PERKARA KESELLIRLHAN :

Berdasarkan uraian diatas , dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang ditangani
Pengadilan Negeri. Hl. Tipikor Samarinda Kelas IA secara keseluruhan pada tahun 2018, meliputi
penyelesaian perkara perdata, Permophonan, perdsta khusus Hl. pidana Anak. pra peradlan, dan
tipikor. gugatan sederhana. Jumlah perkara tahun sebelumnya yang masih berjalan di tahun 2018
sebanyak 343 perkara. Total perkara yang didaftarkan selama tahun 2019 sebanyak 23.768 perkara.
23697 perkara diputus, dan 23.380 perkara berkas perkara diminutasi. Pada akhir Desember 2019,
sisa perkara yang belum selesai sebanyak 414 perkara. Tabel berikut menggambarkan secars umum
keadaan perkara pada Pengadilan Negeri, HI. Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2013 -

Tabel: Keadaan Perkara Tahun 2019

e
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan pada tahun
2019 adalsh sebesar 37,01 % dengan perhitungan sebagai berikut :

m&mm-mafumgl, 3
Realisasi = Saldo Awal Perkara + Perkara Masuk 100%

Realisasi s—2>__i00%

343+(23.768)

=07.01%.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan pada tahun
2018 adalsh sebesar 107.78% mengalami kensikan dibanding tahun 2018 indikator kinerja 38.82%.




dengan perhitungan sebagai berikut :

wm Realisasi 100%

Target

. _97,01%
e
0%

Capaian=107.79%

Pada Peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang
diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi
yang perkaranya diputus bebas.

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai jumlsh perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
mmﬂwuwmmmummm

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019 , sebagaimana ditetapkan melalui penetapan Kinerja
Tahun 2018 adalah sebesar 75%. Untuk tahun 2018 dan 2018 sasaran strategis ini sudah diterapkan
sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2019
ditampilkan pada tabel bertkut ini :




|. d. |. Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding

Dari jumlah putusan pada tahun 2019, yang tidak mengajukan banding sebanyak 23.503 putusan yaitu
738 putusan perkara perdata.22.7l| putusan perkara pidana, 7 putusan perkara khusus tipikor, tidak
ade putusan perkara perdata khusus Hl, Perkara Pidana Anak 52 Perkara. sedangkan 128 putusan
disjukan banding seperti ditampilkan pada tabel berkut :

Berdasarkan data-dats tersebut maka realisasi yany tidok mengajukan banding pada tahun 2018 adalah sebesar 9905
%. dengan perhitungan sebagai berikut :

__Jumish Porkars yang tidat mengajuban upaya bubum _ y
R o e Pataten ying winjud Gaser pomgepian wpeya i DV

Realisagi 22501 Perkars, noo.

23726
= 39.08%

tercapai 132 08 %.




|.d.2. Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Dari jumlah 23726 putusan pada tahun 2019, yang tidsk mengajukan kasasi sebanyak 23,587 putusan
yaitu 775 putusan perkara perdata, 22770 putusan perkara pidana, 30 putusan perkara khusus
tipikor. 87 putusan perkara perdata khusus HI, 52 Perkara putusan pidana anak sedangkan 129
putusan diajukan kasasi seperti ditampilkan pada tabel berikut
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi yang tidak mengajukan kasasi pada tahun 2013 adalah
sebesar 33 46 %. dengan perhitungan sebagai berikut :

MPMWWWWW%-
Reaml o etusi g monfadl dases Fengafina irkyd Rukuas TS

n . i:23.9597 mkﬂ’"m

23726
= 99.46%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019
indikator kinerja tercapai 132.61%.

99,46% ‘




l.d.3. Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum PK

Dari jumlsh 23726 putusan pada tahun 2013, yang tidsk mengajukan Peninjsuan Kembali (PK)
sebanyak 23713 putusen yaitu 787 putusan perkara perdata, 22767 putusan perkara pidana, 28
putusan perkara khusus tipikor, 37 putusan perkara perdata khusus Hl. 54 putusan perkara anak
sedangkan 13 putusan diajukan Peninjauan Kembali (PK) seperti ditampilkan pada tabel berikut

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada
tahun 2019 adalsh sebesar I00.05 %. dengan perhitungan sebagai berikut :

W'MrMmmwmmwhdm

W:nm Perkara 100%

23.713

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target. dimana pada tahun 2019
indikator kinerja tercapai 125.06%.

99,95%




Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan
diversi selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara pidana anak yang menjadi dasar persentase
perkara pidana anak dengan diversi , difungsikan sebagai berikut :

Catatan : Jivers: - anak pelaty kejahatan tidsk disnggap sebagai Pelsty kejahatan . melsinkan sebaga) korben

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2013 , sebagaimana ditetapkan melalui penetapan Kinerja Tahun
2009 edaleh sebesar |5%. Lintuk 2019 sasaran strategis ini sudsh diterapkan sehingga dapat
diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 ditampilkan pada
tabel berikut ini -

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara ansk dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal | angka 7 Undang-undang Nomor Il
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang
telah berumur |2 tahun tapi belum berumur 18 tahun. atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah
kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib




mengupayaken diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara dibawah 7 tahun atau kepada anak yang lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas,
alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salsh satu ateu para pihak tidek melsksanakan sepenuhnya
kesepakatan diversi Selanjutnya dilakukan pemeriksasn perkara sesuai dengan hukum acara
peradilan pidana anak.

Tahun 2019 dicatat upaya diversi dilakuken dengan target 15 % dan perkara pidana anak yang
diselesaikan secara diversi tidak ada untuk tahun 2013

Tabel : Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2013

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan
diversi pada tahun 2019 adalah sebesar 0 %, dengan perhitungan sebagai berikut

Jumlah Perkara M“m%m“ﬂx
Realisasi = Jumlah perkara pidana anak 100%

N
Realisasi Aoerr %5I00%

N/A

=N/A




Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2013
indikator kinerja tercapai 0 %.

Realsasi S00%

= N/A

Indikator kinerja ini bertujuan umtuk menggambarkan indeks kepussan masyarakat atas
penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan

Tabel-Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan

Indeks responden pencani keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan
Peraturan Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1B Tahun

2044 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri HlTipikor Samarinda Kelas IA melakukan survei terhadap

Pencari Keadilan melalui survei kepussan masyarakat pengguna layanan Pengadilan di Pengadilan
Negeri Samarinda Kelas IA :




a. Metode Survei
b. Teknik Pengumpulan Data
c. Variabe! Pengukuran IKM
d. Teknik Analisis Data yaitu Analisis data pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat di
Pengadilan ini digunakan analisis statistik deskritif yaitu sebagai berikut
Tabel Kategori Mutu Pelayanan :

| Responden menurut karakteristik umur

2. Responden menurut karekteristik jenis kelamin

3 Responden menurut karakterristik pendidikan terakhie
4. Responden menurut karaktristik pekerjaan umum

3 Responden pengguna jasa Pengadilan Negeri Samarinda

kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA dan hasil analisis data yang telah
dilakukan/diketahui bahwa indek kepuasan masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas
IA sebesar B3,84% berada pada kategori * SANGAT BAK “pada interval (81,26 - 100.00)
Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran Mutu Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A telah
ditetapkan pada Kategori” SAMBAT BAIK “ Hasil tersebut berada distas sasaran mutu yang
ditetapkan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA




Hasil IKM tersebut diatas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah
mendiskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut :




PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan
dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Hl.Tipikor Samarinda Kelas IA. Indikator kinerja yang
ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran * Peningkatan Efektifitas Pengelolsan Perkara”

meliputi 4(empat) indikator kinerje yang diwujodkan melalui pelaksansan program peningkatan
manajemen peradilan umum,

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Efektiitas Pengelolaan Perkara pada
Tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya pada tabel berikut ini :

Tabel Sasaran Il : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara

5555
5555
EEHE
5882

82.25%
i il
100%

Analisa terhadsp pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut :



Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas putusan dengan relas
putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu, difungsikan sebagai berikut -

o S000s Pombor ilvusin o6 Putstan pusng tepot inahin enpat dan puve piel

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun
2013 adalah 100%. Untuk tahun 2018 dan 2018 indikator kinerja ini sudsh diterapkan sehingga dapat

diketahui capaiannya. Realisasi ini capaian putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun
2018 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabei Indikator Keeriis 20

Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan dipersidangan, Pengadilan Negeri wajib
memberitahukan isi putusan tersebut pada waktu, tempat dan tata cara sebagaimana telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut




Selama tahun 2018, terdapat 23738 ( dua pulub tiga ribu tujuh ratus tiga pulsh sembilan) putusan perkara
terdiri dari - perdata gugatan 775 putusan. perkara biesa 22770 putusen . perkara Hl, terdapat 87 Perkers dan
Pidana Anak terdagat (3 perkara tipikor 30 perkara gugatan sederhana I3 perkara. Karena ketidak hadiran salah saty
#tau beberapa pihak saat pembacaan putusan dipersidangan. 23(dus puluh lime) putusan perdata qugatan  Pidana
Biasa Pidana Khusus Tipkar dan Hl harus diberitahukan amar putusannya dengan menysmpaikan relaas pemberitabuan
putusan oleb jurusita. Darl 1544 putusan perkara (seribu enam retus empat puluh empat) putusan yang waph
diberitahukan amar putusannya, sebanyak |54 putusan perkara (seribu enam ratus empat puluh empat) relas telah
dlaksanakan tepat waktu tempat dan tepat para pibak Rinciannya sebagaimana disajikan pada tabel diatas -

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2018 adalah
sebesar 100%. dengan perhitungan sebagai berikut

Capaian diperuleh dengan membandingksn antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2013
indikator kinerja tercapal 100%.

Ruslionn! = 2002 tepat waktutempat dan pera pikaky g,

Jumiah berkas putusan.
23.739
= 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antsra reslisasi dan target. dimana pada tahun 2018 indikator kinerja
tercapai 100%.

100




Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara mediasi yang diproses dengan
jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian, difungsikan sebagai berikut :

uclumﬂmmm 100%
jumlah Mediasi yang diproses

Target indikator kinerja ini pada tahun 2013, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun
2013 edalah 15%. Realisasi dan capaian indkator kinerja * Persentase mediesi yang diselesaiakan
menjadi akte Perdamaian” pada tahun 20/8 serts perbandingannya dengan tahun sebelumnya
ditampilkanpada tabel berikut ini :rikut ini:

Tahal Indikator Kim

i

Tabel Mediasi Tahun 2019
Perdata
Bugatan
Hubungan




Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah
%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019
indikator kinerja tercapai 0%.

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediast
Realisasi = LA Seditolvais Toriscs X 100%

Realisasi d00%

indikator kinerja tercapai 0 %.

. 0%

=N/A




—— —

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan entara berkas yang disjukan Banding,
Kasasi dan PK yang lengkap (Terdiri dari bundel A dan Bundel B) dengan jumleh berkas yang diajukan
Banding. Kasasi. dan PK difungsikan sebagai berikut :

Jumlah berkas yang diajukan Banding Kasasi dan PK yang leng
Realisasi = jumlah berkas yang diajukan Banding Kasasi dan PK wxm

Target indikator ini pada Tahun 209, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2013
adaleh sebesar 30%. Realisasi dan capaian indikator kinerja " Persentase berkas yang diajukan
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang disampaikan secara lengkap” pada tahun 2018 serta
perbandingannya dengan tahun sebelumnya disampaikan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja Z¢ :

po | KINERIA INDIKATOR
Persentase
berkas
Peningkatan disampaikan
| elektifitas 5 | secara
pengelsions leoghap 0% | 5225% | 10250% | 100% | 00% | 100% | 9B7%
pertars ";‘: BES% | S089% 90.70%
o 9% | 8BI5% 95%

2.c.. Upaya Hukum Banding

Berkas perkara banding yang telsh dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding selama tahun 2019
adalah sebanyak 129 berkas perkara, yang terdiri dari 37 berkss banding perdata dan 58 berkas

banding pidana. Nol berkas banding Hl dan Khusus Tipikor 33 berkas . Dari jumlah tersebut, tidak ada
berkas yang dikembalikan oleh pengadilan tingkat banding. keselurshannnya yaitu sebanyak 119 berkas




banding dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum banding pada pengadilan
Negeri . Hl Tipikor Samarinda pada tahun 2019 :

TABEL : UPAYA HUKLM BANDING TAHUN Zn8
= == = =y

a2
30

Perdata - 37 -
Pidana - 39 71
Tipikor b 33 3
HI - - - - -
Jumiah b 128 - 19 10

Capaian diperaleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2013
indikator kinerja tercapai 92.25 %.

. mmﬂmlﬂmm‘
Renliomnt fumlah berkas yang diajukan Banding, 100%

u l ilt,lm

T
=8225%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target. dimana pada tahun 2019
indikator kinerja tercapai 102.50%.

2.c.2. Upaya Hukum Kasasi

Berkas perkara kasasi yang telsh dikirim ke mahkamah Agung Rl selama tahun 2013 adalah sebanyak
104 berkas perkara. yang terdiri dari 39 berkas kasasi perdata dan 26 berkas kasasi pidana. 78
berkas kasasi pidana Tipikor, B3 berkas kasasi Hi Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang
dikembalikan oleh Mahkamah Agung Rl keseluruhannya yaitu sebanyak 104 berkas kasasi dinyatakan
lengkap. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Negeri Samarinda pade
tahun 2013:



TABEL UPAYA HUKUM KASAS] TAHUN 2018

Perdata 39 39 2
Pidana 26 g il
Tipikor . i 25 3
Hi 35 34 K&} 34
Jomiah 35 127 104 S8

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target. dimana pada tahun 2019
indikator kinerja tercapai 81.89 %.

Renlions! = manmmm i

=81.89%

Capaian diperoleh dengan membandingken antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2013
indikator kinerja tercapai 50,99 %.

2.c.3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Berkas perkara Peninjauan Kembali (PX) yang telah dikirim ke Mahkamah Agung Rl selama tahun 2019 adalah sebanyak
0 (supuluh) berkas perkara, yang terdiri dari B (detapan) berkss peninjausn kembali perdata dan 3 (tigs) berkas
kasasi pidana. , D(nol ) berkas perdata HI . 2(dua ) berkss pidana tipéor Dari jumish tersebut. tidak ads berkas yang
dizmbalikan oleh Mahkamah Agung I, kesehurubannya yaitu sebanyok 10( sepuluh) berkas peninjsuan kembak
dnyatakan lengkap Tabel berikut menggambarkan upaya hukum peninjauen kembali pada Pengadilan Neger: Sumarinda
Kelas 1A pada tahun 2018:




TABEL UPAYA HUKLIM PENINJALIAN KEMBALI (PK) TAHUN 2018

- 3 .
Tigikor § 2 . [ [
Hi 3 2 = 2 .
mish : 3 - 0 :
Capaian diperaleh dengan mambandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2013 indikator kineria
tercapai 76,92 %.
= lumiah berkas yang diajukan PX yang lenghapy
Raslizasi Jumiah berkas yang diajukan PK 10
=T692%

tercapai 8615 %.

Reaks "L"&“ 100%




Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara amar putusan perkara yang
dipublikasikan di website dengan jumlah perkara yang selesai. difungsikan sebagai berikut -

amar putusan yang dipublikasikan di website
Realisasi = Jumlah perkara yang selesal X 100%

Target indikator ini peda Tahun 2018, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2013
adalsh sebesar |00%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tshun 2019 serts

perbandingannya dengan tahun sebelumnya disampaikan pada tabel berikut ini :
Tabel Indikator Kinerja 2.d

il
i
g
§

&

E
g
g
g

aity | han

j

Selama tahun 2013, dari total 4009(empat ratus sembilan) putusan perkars, yang dapat diakses
secara online sebanysk 186 putusan perkara perdata, perkara tipikor 30 perkara Hubungan

Industrial 37 perkara. Pidana Anak 47 perkara, sedangkan pada perkara pidana 1132 Perkara
Permohanan 575 Perkara dan sedangken Perlawanan mencapai [304 Perkara dan Bantshan hanya

mencapai 638 putusan, seperti diperfihatkan pada tabel berikut :




R

Tordota bugatm 186
Pidana Biasa 132 Perkara 132 Perkars
Pidana Tipikor 30 Perkara 30 Perkara
Perkara HI §7 Perkara 87 Perkara
Pidana Anak 471 _Parkera 41 Perkara
Jumizh 82 Perkara 32 Pertars
Berdasarkan data-data tersebut maks reslisasi atas indikator kinerja pada tahun 2013 adalah sebesar 100 %. dengan
perhitungan sebagai beriiut :
S pufen Sonp Sipnbwsineg & vatetes )
Reslisasi = R s g asbiodt 100%
1492 berkas
Realisasi = = [00%
= 100%

Capaian diperoleh denan membandingkan antara realisasi dan target, dimana tahan 2013 indikator kinerja ini tercapai
0%




Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran "Peningkatan Akses Peradilan
Bagi Masyarakat Miskin dan Pinggiran meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang diwajibkan melalui
pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan
tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut :

Pertara
Prodeo yang
staya ﬁm WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA
I | Akses | Perkara yang
Parsdls | dalesaic
nbagi | df huar gedung
Hm!’ﬁmﬁhﬁTTT
Miskin | pancari
!‘:;hlllhp
irkan | tertenty yang
feyanar
bantuan
hukum(Pasbak
um).

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut :




Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai perbandingan antara jumlsh Presentase perkara prodea
yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

luuahhrkanhduyn!dum x 100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2013, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja
Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2019

serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini -

TABEL INDIKATOR KINERMA 3 :
Meningkatnya Akses
Peradian bag ot
Nesparalat Mikia podeoyang | WA | WA | WA | WA (WA | wa | W

Pada tahun 2019, tidak ada perkara diajukan secara prodeo, yaitu D(nol) perkara pidana biasa.
Perkara perdata pada akhir tahun 2019, seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Perkara Prodes ( Pembebasan Biaya Perkara )
No MAX URAIAN PAGU REALISAS! SISA

L |- - - - -




TABEL INDIKATOR KINERJA 3.b:

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antars jumlah perkara yang
diselesaikan secara zetting pleat dengan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat,
difungsikan sebagai berikut :

A mmum,m-unmmm”m

Jumlah perkara yang dibawa ke lokasi zitting plaatz

Pada Tahun 2013, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018 indikator
kinerja ini tidak ditargetkan karena tidak memiliki zztting plaat
TABEL INDIKATOR KINERJA 3b:

] ¥ e |‘|_ WA | WA | WA | wa | wa e | e
Berdasarkan data-data tersebut maka reslisasi atas indikator kinerja pada tahun 2013 adalah sebesar
(0) % tidak ada kegiatan dengan perhitungan sebagai berikut -

Persentase perkara yang diselesaiakan di luar gedung Pengadilan
Reskezsi = mmﬂmmmm x 100%

Realisasi = = x [00%

=N/A







Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlsh pencari keadilan golongan
tertentu, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Pencari Golongan tertentu yang mendapatkan

Layanan Bantuan Hukum x 100%
Jumlah Pencarl Keadilan Golongan Tertentu

Terget indikator kinerja ini pada tahun 2013, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun
2013 adalah sebesar I00%. Realisasi dan capaian indikator kinerjs Persentase pencari keadilan

golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum(Posbakum)”.

| Pada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas |A sudsh bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi d
Bantuan Hukum (LBH) Persekutuan Suku Asli Kalimantan Propinsi Kalimantan Timur (LKBH

PUSAKA) Samarinda

Pada tanggal Il Pebruari 2019 tentang Pemberian Layanan Pos Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri
Samarinda Kelas IA. dari hasil Mou tersebut dibuat jadwal piket untuk masing LBH yaitu l(satu) minggu
hari kerja secara bergantian mulai awal tahun sampai akhir Desember tahun berjalan sebagai berikut

I Llembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan

Pada tahun 2013 serta perbandingannya jumlah perkara yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum
dengan tahun sebelumnya pada tabel berikut ini :




[ T |

Jumlah pencari keadilan golongan N/A 365 368 373 406
tertentu yang mendapat ayanan bantuan Perkara | Perkara | Perkera | Perkara
hukum

Jumiah pencari keadilan golongan N/A 365 368 373 406
tertentu

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
dengan anggaran DIPA tahun 2018 sejumish 48.000.000.0 dapat direalisasikan melalui Posbakum
97.50% . yang ditargetkan 100% pada tahun 2019, ternyata dapat tercapai I00%. Menunjukkan bahwa
sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA telah berjalan dengan
baik dan lancar dalam hal layanan bantuan hukum.

Tabel berikut -
No. MAK URAIAN PAGU REALISASI SISA

U [S200 [P B fseu) (BW | 4GDOLOOD | dRDODOOD | -




Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Kepatuhan
Terhadap Putusan Pengadilan” meliputi indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan
program peningkatan manajemen peradilan umum,

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2018 ditampilkan pada tabel

berikut ini ;
TABEL SASARAN STRATEBIS 4 :
PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
L | opaen skackasiates

taradag .,ih’#"'mhammm o T R

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut:|
Indikator Kinerja 4.a. :
Persentase Permohonan eksekusi atas putusan perkara

perdata yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara permohonan eksekusi yang
ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang diajukan.

jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2018, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja




Tahun 2013 adalah sebesar 30%. Untuk tahun 2018 dan Tahun 2013 sasaran strategis ini sudah
diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada
tahun 2013 ditampilkan pada tabel berikut ini

TABEL INDIKATOR KINERJA 4.2 :

"’""’ BIOI | B267% g | SO5E% [, croc

Dari 20 (dua puluh) putusan yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2013. Sebanyak 5(ime)
permohonan telah selesai dieksekusi. Rinciannya ditampilkan pada tabel di bawah ini :

- Sisa SR, i
,:“. et ” . !
Perdata | 3 | - 12
HI 45 7 4 [ - 48
Jumlah 54 20 7 5 - 60
Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2013 adalsh
sebesar 79,73 %, dengan perhitungan sebagai berikut:
, Permpdosue Rsekust yang Patindsklonyt:
s i T T, T
Reabisasi = 17 +5 x100%
"
=2973%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2013
indikator kinerja ini tercapai 33.03 %.




Realisasi

Target x 100%

Capaian =

belum ditindaklanjuti  dieksekusi). Mengalami penurunan dibanding tahun 2018 indikatar kinersa

tercapai 82.60%.




A Sasaran Strategis SumberDayoManusia angBerkunitasKepegawaian
PencapaianSasaranStrategisSumber{ayaManusialngferkuaitasTatun 2013 adalshsebagai berikut

I !!!! a Persentase 100 % 100 % 100 %

m— s | Hakim/Pegawi
yang b diusulkan Promosi dan
Mutasi

b Persentase 100% ioo% | 100%
¢ Persentase Hakim/Pegawai | 100% 100% 0%

yanglulusdidat
UntukmencapaiSasaranStrategisSumber{layaManusiaYangBerkualitas digunakan?(dua)IndikatorKinerjayaitu:
o Persentase Hakim/Pegawai diusulkan Kenaikan Pangkat
b. Persentase Hakim/Pegawai diusulkan Gaji Berkala
¢ Persentase Hakim/Pegawai diusulkan Satya Lencana Karya Satya
¢. Perentase Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS
e Persentase Hakim/Pegawai yang diusulken Karis dan Karsu
t PersentaseHakim/PegawaiyangdiusultanPromosi dan Mutasi

Ukuran capaian Indikator Kinesjz Persentase Hakim/Pegawal yang dusultan Nak Pangkat adalah perbandingan antara
jumlah Hakim/Pegawai yang diusukan Nak Pangkat dengan jumiah Hakim/Pegawai yang diusulkan Naik
Panghat.

Persentase Hakim/Pegawai yang dissulkan Gaji BerkalaTahun 2018 yang dtargetken 100 % dari total Naik

Pangkat.
Berikut Tabel mengenai jumiah Hakim/Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat Tahun 2013 -




KEADAAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG DIUSULKAN NAIK PANGKAT DI PENGADILAN NEGER!
SAMARINDA KELAS 1A TAHUN 2019

Hakim/ Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yangdiusulkan Neik Pangkat tahun 2018 dan tahun
2013 adalah sebagai berikut -

Naik Pangat

Ukuren capaian Indiator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang duususkan Gaj Berkals adalah perbandingan antara
jumiah Hakim/Pegawai yang diusulkan Baji Berkala dengan jumiah Hakim/Pegawai yang diusulkan Baji Berkala
Persentase Hakim/Pegawai yang dusukan Baji Berkals Tahun 2019 yang ditargetkan 100 %daritotal
GajiBerkala.

Berikut Tabel mengenai jumiah Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala Tahun 2013 .
KETERANGAN [ TAHUN 208
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Baji Berkala B

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang dusulkan Gaji Berkala tahun 2018 dan tahun
2019 adalah sebagai berikut :




Hakim/ Pegawai yang diusulkan Gaji
Berkala

Ukwren capaien Indéator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang duskan Satya Lencans Karya Sstye adslah
perbandingan antara jumish Hakim/Pegawai yang dusukan Karye Satya Lencana Karya Satya dengan jumiah
Hakim/Pegawai yang dusulkan Karya Satya Lencana Satya Lencana.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karya Satya Lencana Satya Lencanalahun 2088 yang ditargetian
100 % dari total Karya Satya Lencana Karya Satya akan tetapi belum ada mutai usulan tahun 2018 sampai tahun
2019,

%ﬁmrummwmmwwmwmrm

KEADAAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG DILISULKANKARYA SATYA LENCANA SATYA LENCANA Df PENGADILANNEGER!

SAMARINDA KELAS WA TAHUN 218
Hakim/ Pegawa: yang dusulkan Karya Satya Lencana Satya 56
lencana

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusukan Karya Satya LencanaSatya Lencans
belum pernah pegawai mendapat Karya Satya lencanaSatya lencanasampai tahun 2018 adalah sebagai
berikut ;

oy il . - e
5 54 54 53 56
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Karya
Satya Lencana Satya Lencana




Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawal yang diusukian CPNS menjad PNS adalah perbandingan
antara jumiah Hakim/Pegawai yang dusukan CPNS dan PNS dengan jumiah Hakim/Pegawai yang diusulkan
CPNS dan PNS.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusukan CPNS dan PNS Tatun 2019 yang ditargetian 100 % dari total CPNS
menjadi PNS..

Berikut Tabel mengenai jumiah Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS Tahun 2018 -

KEADAAAN HAKIM/ PEEAWAI YANG DIUSULKANCPNS menjadi PNS DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A TAHUN 2018

Hakim/ Pegawai yang diusulkan CPNS mengadi PNS WA

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNStahun 2018 dan
tahun 2013 adalah sebagai berikut :

NETERANGAN TAHUNZ05 | TAHUNZDI6 | TAHUNZ0M7 | TAHUN 2018 | TAHUN 2009
Hakim/ Pegawai yang diusulkan WA N/A N/A WA N/A
CPNS menjadi PNS

Ukuran capaien Indkator Kinerja Persentase Hakim/Pegawsi yang dusukan Karts den Kersy sdalah perbandingan
antara jumlah Hakim/Pegawai yang duusulkan Karis dan Karsu dengan umish Hakim/Pegawai yang mengdut
Karis dan Karsu.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsu Tahun 2019 yang ditargetkan 100 % dari total
Karis dan Karsu

Berikut Tabel mengenai jumlsh Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsu Tahun 2018 -




Hakim/ Pegawai yang diusulkan Karis/arsu: WA

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yangdiusulkan Karis dan Karsutahun 2018 dan tahun
2013 adalah sebagai berikut -

: e SO0 1y A - - - s | - 2 o) = )
NETERANGAN TAHUNZDIS | TAMUNZDS | TAHUNZDM7 | TAMON 2008 | TAHUN 2008

N/A NA N/A WA N/A
Hakim/ Pegawai yang diusulkan
Karis/Karsu

Ukuren capaan Indkator Kinerja Persentase Hakim, Pegawai yang dusulkan mengkuti dikiat adalah perbandingan antars
jumish Hakim/Pegawai yang dusukan Promosi dan Mutes dengan jumlah Hakim/Pegawai yang mengikuti
Promasi dan Mutasi

Persentase Hakim/Pegawsi yang diusulkan Promasi dan Mutasi Tahun 2013 yang dtargetian 100 % dari tota
Promosi dan utesi

Berikut Tabel mengenai jumiah Hakim/Pegawai yang dusulkan Promosi dan Mutas Tahun 2013

Hakim/ Pegawai yang diusulkan mengikuti
Promasi
Mutas

3 on

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikutiPromosi dan Mutasi tahun
2018 dan tahun 2013 adslah sebagai berikut :




Hakim/ Pegawai yang diusulkan " ' ' ;
5
"“""'“P. i ? | 5 3
Mutasi

jumiah Hakim/ Pegawai yang diusulkan mengikuti dikiat dengan jumiah Hakim/Pegawai yang mengiuti dikdat.
Persentase Hakim/ Pegawai yang diusulan mengiluti diklt Tahun 2018 yang ditargetkan 100 % dari totel diklat
Berikut Tabel mengenai jumiah Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat Tahun 2018 :

KELAS IATAHUN 218
Hakim/ Pegawai yang dusulkan mengikuti diklat 8

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulksn mengikuti diklat tahun 2018 dan tahun
2013 adalah sebagai berikut :

Wﬁpiyz:-i-w B 5 | ] §

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase OUK Hakim/Pegawai yang adalah perbendingan antara jumish DUK
Hakim/Pegawai Tahun sebebumnya dengan Persentase Hakim/Pegawai Tahun 2013 yang dtargetkan 100 %.
Berikut Tabel mengenai jumish DUK Hakim/Pegawai Tahun 2019 -




DUK Hakim/ Pegowai 5
Magen sehagai perbandingan persentase OUK Hakim/Pegawai tahun 2013 dan tahun 2018 adatah sebagai berikut

VETERANGAN TAHUN 2015 | TAHUN Z006 | TARUNZ007 | TAHUNZDB | TAMUN 2018
DUK Mok Pogews

Ukuran capaian Indikator Kinerjo Persentase Beiting Hakim/Pegawai yang adalah perbandngan antara jumiah
Bezitting Hakim/Pegawai Tahun sebelumnya  dengan Persentase Hakim/Pegawai Tahun 2018 yang ditarged
100 %.

Berikut Tabel mengenal jumah Beaiting Hakim/Pegawa Tabun 2013
KEADAAAN BEZITTING HAKIM/ PEGAWAI DI PENGADILAN NEGER! SAMARINDA KELAS IATAHLN 2019
Bezitting Hakim/ Pegawai 55

Adapun sebage: perbandingan persentase UK Hakim/Pegawai tahun 2018 dan tahun 2013 adalah sebagai
berikut :

Beittng Hakim/ Pegawai
10.Indikator Kinerja Persentase SKP Hakim/Pegawai

Usran capaien bdikator Krene Persentose SKP Hak/Pegawai yang adalahperband suriah S
Hakim/Pegawai Tahun sebelumnya dengan Persentase Hakim/Pegawai Tahun 2013 yang ditargetkan 100 %.
Berikut Tabel mengenai jumiah SKP Hakim/Pegawai Tahun 2019




56
SKP Hakim/ Pegawai
Adapun sebaga perbandingan persentase SKP Hakim/Pegawst tahun 2017 dan tahun 2016 adalah sebagai
beriiut :
Sl
SXP Hatom/ Pegawai

Ukuran capaian Indkator Kinerja Persentase Mendudu Jabatan Hakim/Pegawai yang adalah perbandingan antara
jumlsh Menduduki Jabatan Hakim/Pegawai Tahun sebelumnya dengan Persentase Menduduki Jebatan
Hkim/ Pegwe Tahun 2018 yang dtargetian 00 %,

Berikut Tabel mengenai jumlah Menduduki Jabatan Hakim, Pegawai Tahun 2013

KEADAAAN NENDLIDUK) JABATAN HAXIM/ PEBAWAI DI PENGADILAN NEGER! SAMARINGA
KELAS IATAHUN 2018

56
Menduduki Jabatan Hakim/ Pegawai
Adapun sebagai perbandingan persentase SKP Hakim/Pegawai tahun 2018 dan tahun 2013 adalah sebagai
berikut ;

KETERANGAN TAHUN 2015 | TAHUN 2066 | TANUN 2007 | TAMUN 2008 | TanN 2008
Menduduki Jabatan Hakim/ Pegawai | 58 58 S8 58 5




Ukuran capaian Indkator Kinenja Persentase Hakim/Pegawaiyangiusdikiatadaleh perbandingan antara  jumiah
Hakim/Pegawai yang lulus dilat dengan jumiah Hakim/ Pegawaiyangtidaklulusdikiat.

Persentase Hakim/Pegawai yang llus didat pads Tahun 2019 yang ditargetkan 100% dari total keseluruhan
Hakim/Pegawai yang lulus diklat realisasinya dapat tercapai target 100%.

Hal ini dikarenakan Hakim/Pegawai yang hus diklat sesuai dengan Hakim/Pegawai yang mengikuti diklat dan
memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat semua.

Berikut Tabel mengenai jumiah Hakim/Pegawai yang lulus diklat Tahun 2019 -

NEADAAAN HAKIM/ PEGAWA YANG LULLS ORLAT DIPENGADILAN NEGER) SAMARINDA KELAS 1A TAHUN 2018
KETERANGAN | TAHUN 208

Hakim/ Pegawai yang lulus diklat |

Dikiat (SOM Teknis/Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)

:yu- Ignatia Kasiartati SH. - Diklat Sertifikasi Hakim PHI
2 :ﬂu- Asmiwati SH. - Diklat Sertifikasi Hakim PHI
3. | Dirjend Badilum | MASKUR SH. Teknik Tindak Pidana Perpajakan
&

Balithang Diklat | -Achmad Rasyid DurbaSHMHum | Sertifikesi Hakim Niaga Bidang | Mei
&h‘ -Henry Dunand Manuhua,SHM Hum | Kepailitan

&

Balithong Diklat | -Maskur.SH. Dkt torpadu  Ninwrsl dan
Hukum dan -Achmad Rasyid DurbaSHMHum | Batubara
| Poradilan MA | -Henry Dunand Manuhua SH.M Hum




Peradiian MA

S | Balithang Diklat | Edy Toto Purba, SHMH. - Pulatihan Peningkatan
Hukum dan Kompotensi Aparat Hukum
Perodifan MA | Burhanuddin,SH.MH. tentang Narkotika

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang lulus diklat Tahun 2019 dan Tahun 2013
adalah sebagai berikut

Hakim/ Pegawai yang lulus diklat ] Z § ] 8

Untuk mencapai sasaran strategis penyediean sarana dan prasarans digunskan indikator kinerja
persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sudah dilaksanakan/direalisasikan.

Ukoran capsian Indikator Kinerja Persentase pengadsen sarana den  praswene yang  sudsh
tilaksanakan/ direalisasikan adalah perbandingan antara jumish pengadsan sarana dan prasaranz yang sudah
dlaksanaken/drealisasikan  dengan  jumiah pengadasn serana dan prasarena yeng  bem
dilaksanakan/direalisasikan

Persentase pengedaan sarana dan prasarana yang sudsh diaksanekan/ direalisasikan Tahun 2019 yang ditargetian
I00% realisasinya dapat tercapai target I00%.

Hal ini dikarenakan pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA yaitu Peralatan
dan Mesin sudah dilaksanakan/ direalisasikan.




Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)

Selain pertanggungjewaban dalam hal teknis/fungsionalitas Pengadilan sebagai lembaga
peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, pengadilan dalam melaksankan tugas
dan fungsinya didukung oleh pelaksanaan anggaran yang tertuang delam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Anggaran Pendspatan Belanja Negars (APBN) . DIPA

dibebankan kepada masing masing eselon.
Pada satuan kerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA terdiri dari:

& DIPA untuk eselon | Badan Urusan Administrasi (BUA)/ DIPADI
b. DIPA untuk eselon | Badan Peradilan Umum (BADILUM) / DIPADS

DIPA DI dilaksanakan dalam rangka program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis

lainnya dengan kegiatan administrasi dan pengelolaan kevangan yaitu layanan perkantoran

seperti pembayaran gaji dan tunjangan. operasional perkantoran dan pemekharaanperkantoran

Pada tahun anggaran 2013 DIPA Ol mendapatkan dana sebesar Rp. 13.539.000 (Tiga belas milyar

lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk kegiatan perkatoran tersebutdiatas.

Pada progrem dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, dari total pagu DIPA Rp.
12.831314.918 dapat terealisasi 35.21% dan sisa anggaran sekitar Rp. 648 636.082. (4.73%). Dengan
demikian pencapaian penyerapan anggaran sudah memenuhi target. Dan program Sarana dan
Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terserap sebesar 100 % .

Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)

Sedangkan DIPA 03 dilaksanakan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum Pada

tahun anggaran 2013 Dipa 03 mendapatkan Pagu dana sebesar Rp. 412.920.000 (empat ratus

dua bels ribu Sembilan ratus dua puluh ribu rupish) untuk kegistan yang berhubungan dengan
administrasi perkara.

Serta Penyerapan tertinggi pada Dipa Baden Peradilan Umum terserap untuk kegiatan penyelesaian
perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu yaitu sebesar 38.67 %.
Sedangkan penyerapan untuk pos layanan hukum sebesar |00 %. Untuk Kegiatan berkas perkara yang
diselesaikan dengan pembebaskan biaya perkara/proden terserap sebesar 100 %. Berikut adalah tabel




realisasi anggaran dari masing-masing DIPA -

Penjelasan umum laporan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan

NegeriHl.Tipikor Samarinda Kelas IA sesuai Perjanjian Kinerja:

I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
) i

i

10BE Pernbingan Administrasi dan Pengelotaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

1066.934 Layanan Dukungan Manajemen Pengaditan

o Belanja Perjalenan Dinas Dalam Kota | 52413 1 760.000 | 760.000 - i00%

Jumish Kegintan 1065570 1 750.000 760,000 2 100%

1066.334 Layanan Perkantoran

001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

o Belanja Gaj Pokok PNS S 2738175000 | 3035188860 285,860 10.08%
o Belanja Pembulatan Baji PNS S 38.000 41342 3342 108,39%
o Belonja Tunj, Suami/Istri PNS Sl 75504000 | 251532208 | 8028208 I05.8%
o Balenja Tunj, Anak PNS iz 58833000 75981334 | 9360000 0.22%
o Belanja Tunj, Struktural PNS 50123 30420000 | 39780000 |  -9.350.000 13077
o Belanjs Tunj. Fungsional PS SIIZ4 450000 | 4255070000 |  302040.000 5.63%
o Belenja Tunj, PPh PNS SHIZS §623%9000 | 609038507 | 353782483 6328
o Belanja Tunj. Beras PNS 5016 720000 |  WI725940 | 15485060 9015%
o Belanja Tunj Nakan PNS SHIZ9 471680000 | 426982000 638000 83 84%
o Belonja Tunjangan Umum PNS SHiSI 0960000 | 13320000  -1380.000 137
o Belanja Tunjangan Kemahalanan Hakim | 5157 76800000 | 267300000 | 40500000 if7.86%
o Balanja Tunjangan Hakim Ad Hac SW58 | 243000000 | 286000000 | 345,000,000 1419%

D66 834 Layanan Perkantoran L730.007.000 | 84.0F%
o Belanja Keperluan Perkantoran(A) S2i 497898000 |  A928S8.000 0 00%
o Belanja Operasional Lainnya 52119 4357000 4057000 0 0% |
o Belanja Barang Persediaan Konsumsi | S2IB1 36508000 86508000 0 100%
. &mmmm S WESATOOO |  I0368LBS2| 42865348 0.75%




o Belanja Pengiriman Surst Dinas Pas | 52004 75840000 75790000 50.000 99.81%
Pusat (8)

o Belanje Langganan Listrik (B) S22l 280400000 | 247079438 | 3337058 88I0%

o Belanja Langganan Telepon (B) S22 3150000 1956904 1193 098 BZI2%

o Belanja Langganan Air () 57213 42950.000 38978587 4021433 90.86%

o Belanja Persediaan Barang S7IBII 50000 50.000 0 100% |
Persediaant)

o Pemeliharaan gedung dan bangunan (50850000 |  150850.000 0 100% |
(€)

o Pemeliharasn gedung dan bangunan | 52318 4750000 7205000 | 25000 99 94%
lainnya (C)

o Belanja Pemeliharasn Peralatan dan | 523121 1B0OZ7000 |  179.375.585 B51415 99 §4%
Mesin (C)

o Beban Honor Operasianal Satuan Kerja | 52015 47.950.000 47860000 0 100%
(0)

o Beban Barang Operasional Lainaya (0) | 52119 36300000 | 35300000 0 100%

o Beban Barang Persediaan Komsumsi | 52209 200,000 {200,000 0 100%
Lainnya (E)

o Beban Sewa (F) S22 75000000 | 75000000 0 100%
PELANTIKAN den PENGANBILAN
SUMPAH

o Belanja Operasional Lainaya(5) 52119 £.000.000 (400,000 4600.000 733%

o Beban jasa lainayalB) 52218] |000.000 000,000 0 100%
KOORDINAS]

e Belanja Barang perasional Lainnya 5218 8520000 8520000 0 100%
(H)
KONSULTAS!

o Perjalanan Dinan Biasa (1) 5241 390680000 | 23776580 | 15783420 59.59%

e Parjolanan Dines Dalam Kata (1) 52413 4400000 440000 0 I00%
BELANJA SEWA

e Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (J) | 52204 2000000 | 112.000.000 0 100%




2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
/ Z g 4
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
o Pengadaan Peralatan Fasbtas Kantor | 5328 | 02000000 | W0LOODO0 | 800000 | §aI%%
W
Jumiah Kegiatan 1071 0000000 | WMi00000 | 900000 | 9am%
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
/ A i 5
1043 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
1048.003. Pos Bantuan Hukum
o Beban Jasa Konsultasi (A S22 \8000000 48000000 0 100%
Jumish Kegiatan 048.003 000000 | 48000000 i 00%
1049 Peningkatan Manajemen Peraditan Umum
PENDAFTARAN BERKAS PERKARA
o Bubm Bshan Panggandeandan | 5221 [B00DO00|  [298875| B25000|  G989%
Penjlidan (A)
o Baban Bahan Persediesn Barang §7800000 |  §7.500.000 0 0%
Komsumsi (A)
PENETAPAN HARI SIDANG :
« BebanPorjolonmn Diws Dolom | SZAI3 | 3AASO000 |  34AS0.000 0 i00%
Kota (A)
PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN -
« Beban Bahan (A 500000 | 32500000 0 i00%
o Db Porjsisn DimsOelem | 52410 700000 | 660000 0000 2%
Kota (A )
MINUTASI :
«  Belanja Bahan (A) 8750000 8750000 0 0%




PENGIRIMAN SALINAN PUTLISAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA :

o Pangiriman surst dinas pos pusat | 52114 IB500000 |  16.500.000 00%

o Beban Perjalanan Dinas datam 213 32890000 | 32880000 100%
Kata

PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN -

o Pengiriman surat dinas pos pusat 5214 S0.000 32000 18.000 64%

o Beban Perjalanan Dinas dalam 7500000 | 7500000 0 100%
Kota

PENANGANAN PERKARA BANDING PENGADILAN TINGKAT PERTAMA :

o Pangiriman surst dinas pos pusat | S21114 11.200.000 178,000 2000 99,85

o Beban Perjalanan Dinas dalam 8000000 |  8.000.000 0 00%
Kota

PENANGANAN PERKARA KASASI, PX DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA -

« Pengirimen suret dinas pos pusat | 521114 50.000 0| 60000 0%

e Beban Perjolanan Dinas dalam S22 4500000 |  4500.000 0 100%
Kota

Jumiah Kegintan 1043.005 JBASZ000 | 3SBBATNTE | GEV2EZA|  GRAN%

PENDAFTARAN BERKAS PERKARA

o Beban Bahan Penggandaan dan 52021 1500000 1500000 0 I00%
Penjilidan ()

o Beban Bohan Persediamn Barang | 5281 78420000 | 28420000 0 100%
Komsumsi (4)

PENETAPAN MAJELIS HAXIM DAN PP SERTA PENETAPAN HARI SIDANG -

o Beban Perjalanan Dinas dalam i[x 70000 0 T0.000 0%
Kota

PEMERIKSAAN DI SIDANE PENGADILAN :

o Beban Bahan 80,000 0 50000 0%
MINUTASI

o Beban Bahan Soh 4550000 4550000 0 100%

PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA -




o  Pengiriman surat dinas pos pusat | 52114 70.000 58 001 D 933 B475%
o Beban Perjalanan Dinas dalam 3500000 34B0.000 40.000 98.88%
Kota
PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN/PEMBERTTAHLIAN MELALLII DELEGAS!
o Pengiriman surst dines pos pusat | SZ21I4 1 820.000 LE20.000 0 100%
«  Beban Perjalanan Dinas dalam 52111 3.700.000 3700000 0 00%
Kota
PENANGANAN PERXARA BANDING DITINGKAT PERTAMA
o Pangiriman surat dinas pos pusat | 5204 3.000.000 3000.000 0 100%
o Beban Perjalanan Dinas dalam 520 700.000 700.000 0 100%
Kota
PENANGANAN PERKARA KASAS! DAN PK DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA -
o Pengiriman surat dinas pos pusat | 524 80.000 80.000 0 100%
o Beban Perjatanan Dinas dalam 574113 700.000 £30.000 10.000 38.57%
Xota
Jumiah Kegiatan 1049 006 44500000 | 44273000 | 220889 |  S4S0%
1043.007, Panyelesaeian Parkara PHI gugatan dibawsh 150 Juts
«  PENDAFTARAN BERKAS PERKARA ‘
o Baban Bahan (A) S2121 2000000 1025000 975000 5125%
o Beban Bahan Persedian Barang | 52161 16.640.000 16.640.000 0 100%
Komsunsi (A)
o PENETAPAN MAJELIS HAXIM DAN
PP SERTA PENETAPAN HAR!
SIDANG
o Beban Perjolanan Biasa (A) S240 72000000 18350000 |  3540.000 16.55%
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
o Beban Bahan (A) S2izi 30,000 30,000 0 00%
o MINUTASI (A)
o Baban Bahan (A) S212i 280,000 2800.000 0 00%
PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA
o Beben Perjolenen Dinas Dalam Kota | SZ4II3 1870.000 1867000 3000 9984%




()
PENANGANAN PERKARA KASAS! DAN PK DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
o Pengiriman surat dinas pos pusat | 52114 4520000 4.520.000 0 100%
o Beban Perjalanan Oinas dalam Val[X 1.5720 000 10.786.000 454.000 85.896%
Kota
PUTUSAN PENGADILAN
o Heban Bahan (A) s 160.000 160.000 %
o Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota S2413 50.000 - 50,000 0%
(A
Jumish Kegistan 1049005 613720000 | 56008000 537000 BL34%
Program Peningkatan Keuangan Penerimaan Negarn Bukan Pajak ( PNBP )Tahun 2019
DIPA : 01
NO. URAIAN PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO
) PNBP Belanja Operasional 1.648.002,- 1.648.002,- -
BUA 01 Januari 2019
2. PNBP Belanja Operasional 1.648.002,- 1.648.002,- -
BUA 01 Pebruari 2019
3, PNBP Betanja Operasional 1.648.002,- 1.648.002,- -
BUA 01 Maret 2019
4, PNBP Belanja Operasional 1.648.002, 1.648.002,- -
BUA 01 April 2019
5. PNBPBelanja Operasional BUA 1.648.002,- 1.648.002 - -
01 Mei 2019
6 PNBP Belanja Operasional 1.648.002,- 1.648.002,- ~
BUA 01 Juni 2019
7 PNBP Belanja Operasional 1.648.002,- 1.648.002,- .
BUA 01 juli 2019 |
8 PNBP Belanja Operasional 2.998.002,- 2.998.002,-
BUA 01 agustus 2019 '
9 PNBP Belanja Operasional 1.648.002,- 1.648.002,- -
BUA 01 September 2019
10 PNBP Belanja Operasional 1.648.002,- 1.648.002,-
BUA 01 Oktober 2019
11 PNBP Belanja Operasional 1.918.002,- 1.918.002,- -
BUA 01 nopember 2019 :
12 PNBP BelanjaOperasional BUA 2.338.002 - 2.338.002,- -
01 Desember 2019
Jumiah 22.086.024,- 22.086.024,-




DIPA: 08

NO. URAIAN PENERIMAAN | PENGELUARAN

1. PNBP Perkara Badilum Januari 13.530.500,- 13.530.500,-
2019

2 PNBP Perkara Badilum 18.836.300,- 18.836.300,-
Pebruari 2019

- & PNBP Perkara Badilum Maret 20.271.700,- 20.271.700,-
2019

4, PNBP Perkara Badilum April 14.404.000,- 14.404.000 -
2019 ,

5. PNBP Perkara Badilum Mei 19.853.000,- 19.853.000,-
2019

6. PNBP Perkara Badilum Juni 14,544,500, 14,544,000,
2019 ‘

7. PNBP Perkara Badilum Jull 27.591.500,- 27.591.500,-
2019

8. PNBP Perkara Badilum 36.764.000,- 36.764.000,-
Agustus 2019

9, PNBP Perkara Badilum 18.019.500,- 18.019.500,-
September 2019 '

10. PNBP Perkara Badilum 31.273.000,- 31.273.000,-
Oktober 2019

1 PNBP Perkara Badilum 17.791.500,- 17.791.500,-
Nopember 2019 _ »

12. PNBP Perkara Badilum 21.935.000,- 121.935.000,-
Desember 2019 ]
Jumlah 254,814,500, 254.814.500,-




Progran Peningkatan Keadaan Keuangan Perkara :
KEADAAN KEUANGAN PERKARA :
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2. Perkara Keuangan Ekselasi PHI




Ol
A. Kesimpulan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Negeri Samarinds Tahun 2018 merupakan gambarsn capaian

kinerya yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekalgus sebagal alat ukur daam meryalankan tugas pokok

dan fungsi metaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Samarinda Keles 1A Tahun 2019 telah dapat memenuhi

target sesual rencana kinerjo yang ditetapkan. namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi

bahan perbaikan untuk Tahun 2020.

Adapun keberhaslan maupun kendals atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadian Negeri Samarinda Kelas IA

pada Tahun 2018 diuraikan sebagai berdlat :

KEBERHASILAN :

phak yang terfibat ddalamnya. Keberhasikan tersebut merupakan cerminan dani telah berjalannya system kenja yang

berfaku dan ddukung oleh suasana kena yang dinamis dan bersifat kekshargaan. Keberhesian pencapaian kinerja di

Pengadiian Negeri Samarinda pada Tahun 2019 adatah

| Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, bak teknis maupun administrasi telsh berhasi dengan baik kendat
masih ada beberapa sasaran yang belum memenubi target. namun secars umum tanget telah terealisast

1 Penyelesaan Perkara Pdana Perkars Pendata Perkara Hl dan perkara Tipikor padalaun 2019 pada prinspnya
telah berjalan dengan balk. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata, Hi dan Tipkor telah mencapai target
dan sisa Perkars Pidana dan Perkara Perdata. Hi dan Tipikor ditahun 2018 dapat diselesatkan sehuruhnya di Tahun
2019 dn telzh memen target meskipun belum mencapai 100%;

3 Pelaksanaan tertib administres Perkara Pidena dan Perkara Perdata. Hl dan Tiphor diPengaditen Negen
Samarinda Tahun 2019 pada umumya sudah berjalan dengan bak dan telah mencapai target

4 [alam peninglatan kuaitas pengelolaan adminstrasi kepegawaian dan sumber daye manusia pencapaiany umiah
Hakim/Pegawa yang dusskan mengikuti diklat teknis dengan jumiah Hakim./Pegawai yang lubus diat sudah mencapai
target

3 Dalam peningkatan kualitas pengelolaan administras kepegawaian dan sumber daye manusia, pencapaian baperjakat

yany diselesakan penyelessian kenakan pangkat. penyelesaan kenaikan gay berkala . penyslesaian usdan pengangkatan




febatan. penyelesaen pemberhenfian dan persiun. pengelolaen LHKPN sudeh mencepe Target

B Dalam peningkatan pengelolaan urusan umum dan keuangan target pengadaan sarana dan prasarana dan
pelaporan keuangan dan verifikast sehagai pendukung tuges pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Samarinda
pada tahun 2013 telah tercapai sesuai target

1. Pada tahun 70I8 Pengadilan Negeri Samarinda Kelas A meraih “Sertifikasi Akreditas “ A *(
Excellent )"dan Tahun 2013 Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA meraih Sertifikat Akreditas
PMPN (Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri) dengan “Terakreditasi “ B “melalui kinerja
Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA menurun dalam kegiatan Akreditas Penjamin Mutu yang
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Akreditas penjaminan muty ini
adalah untuk mewujudkan Reformasi/Kinerja Peradilan di Indonesia yang unggul dan prima,
capaian ini tentu saja membawa dampak Negatif terhadap kinerja Pengadilan Negeri Samarinda
Kelas IA dan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA dituntut agar lebih semangat dan bekerja
keras lagi untuk mendapatkan atau meraih “Sertifikasi Akreditas “ A “( Exceflent )" untuk
tahun 2020 ini.

Kendala atau Hambatan.
Dalam pelsksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kenja tentunya ditemui sejumiah kendala

atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hel tersebut wajar apabila kenddla stau
hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan kehuar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di
Pengadilan Negeri Samarinda diantaranye:

e Perkara Perdats, Pidana. HI. Tipikor yang masuk pada akhir Nopember dan Desember
menghambat pencapaian target dengan alasan karena sangat minimnya SOMnya selain ity
akhir tahun banyaknya jumlah perkara masuk ke Pengadidan Negeri Samarinda sehingga
sangat besar dampak melemshnya tingkat persen atau target penyelesaian perkara

e Untuk kelancaran pelayanan publish tersebut sangat perlu peningkatan perangkat teknologi
informasi. Dukungan perangkat Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri HI. Tipikor
Samarinda Kelas IA didalam membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sudah
cukup memadai , baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Akan tetapi meningkatnya sarana
dan prasarana [T tetapi tidak mendukung prasarana




PLN ( listrik ) yang sangat dibutuhkan penambshan daya . Sebagaimana kita ketahui
bahwa Mshkamah Agung beberapa tahun terakhir ini berupaysa untuk memaksimalkan
penggunaan perangkat serta sistem berbasis Tl Untuk pemakaien sistem aplikasi berbasis T),
Mahkamah Agung telah membangun sistem pengelolaan perkara berbasis website untuk
semua badan peradilan dibawahnya bernama SIPP/LTS untuk badan Peradilan Umum. SIADPA
Plus untuk Peradilan Agama dan SIADPA-TUN untuk Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer

Saran-saran

Setelah permasalshan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk
mengatasi kendala atau hambatan tersebut.

Saran untuk mengatasi kendale atau hambatan seperti tersebut diatas, ada beberapa langkah
kedepan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan NegeriHl Tipikor Samarinds Kelas IA antara lain
adalah:

o Perkara Perdata, Pidana, HI. Tipikor yang masuk pada akhir tahun di bulan Nopember sampai
dengen Desember diupayakan penyelesaian perkara secepatnys sesuai SOP (Standar
Operasional Prosedur)

e Peningkatan jumlah SOM terutama pada Panitera Pengganti dan Staf.

e Perlunys adanya Diklat atau Sosiglisasi untuk Panitera Pengganti untuk kelancaran
penyelesaian perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

o Perlu adanya peningkatan perangkat teknologi informasi. Dukungan perangkat Teknologi
Informasi pade Pengadilan Negeri Hl. Tipikor Samarinda Kelas IA didalam membantu
kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yaity penambahan daya listrik.

e Perlu adanya pengadaan Pengoleh data dan Komunikasi belum dirasa memadai terutama
kami butuhkan ysitu Jaringan Internet dapat ditambah Kuata bandwith dukungan perangkat
Teknologi Informasi pada Pengaditan Negeri Hl. Tipikor Samarinda Kelas 1A .




LAMPIRAN




A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerjs Utama diperiukan sebagai tolak ukur stes keberhasdan sasaran strategis dalam mencapai tujusn .
hubungan tujuan . sasaran dan keberhasilan kinerja utama digambarkan sebagai berikut

perkara periara dan Perbandingan jumiah perkara yang
 Pidana Perdata | perkara dan perkara yang diselesaiken
Tipikar mengacy pads bindakmin tentang jangka
penanganan perkara pads
Pengadilan Tingkat Banding dao SOP
pidana.pordata. L. perkara yany masuk ( sakdo awal
Tipikar ditambah jumiah perkara yang masuk)
2. | Pemingkstan | Meningkatoys | Persentase perkara yang | Jumlah putusan yang tidak mengajuken
Kasasi PK a
3 |Penngkatsn | Memingkatnya | Persentaseperksra | Jumiab Persentase perkara yang
perkara dudistribusikan perksra yaag disjuken | diajukan Banding Kasasi dan Penmjauan
ke Majoles Banding Kasasidan | Kembah, secara lengkap dan tepat waktu
Peninjauan Kembal,
secara lengkap den | Jumlah Persentase putusan perkars yang
tepat waktic menarik perhatian masyarakat yang dapat




aksebilitas aksebilitas prodee yang sejumlah sedangkan perkara prodeo yang
masyarakat masyarakat diselesaikan diselesaikan sejumlah
terhadap terhadop
peradilan peradilan (scces | b Persentase masyarakat | bPerbandingan perkars yang mendapat
(acces justice) | justice) pencari keadilan yang bantuan hukum dan perkara yang harus
mendapat layanan mendapat bantuan hukum adalah
bantuan hukum
(POSHAKUN)

menarik menarik

masyarakat yang dapat

diakses on line dalam

wakty maximal | hari

hﬁ#ﬂn
kepatuhan kepatuhan perkara perdata, i yang | perkara perdata yang ditindaklanjuti dan
Pengadsian perkara HL

RENCANA lKINERJA TAHUNAN 2018

TAHUN ANGGARAN - 2018
Transparan dan akuatabel |b. Persentase perkare 0%
- Pidana. PendataHl dan Tipikor
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hakum 5%
- Banding Kasasi dan PX 5%
d. Persentass perkara pidana Ansk yang drselesaikandengan | 80 %
drsi. 5%
& Indsk respandan pencari keaddan yang puas terhadap
layanan peradilan 00 %
2 | Peningkstan  efektifitas |a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat |  100%




pengelolsan  pemyelesaian | waktu:
Perkara b Persentase pertara yang diseleseikan melalui Mediast 15%
¢ Persentase bertas perkars yang disjuken Bending, Kasasi
dan-Peninjausn Kembal secars lengkap dun tepat waktu 100%
d Persentsse putusen perkars yang menanik perhatian
masyarakat yang dapat diakses sacera on line dalam waktu

maxsimal | hari setelah diputus. 100 %
3. | Memngkatnya  kepatuhan |a. Persemtase putusan perkara perdata yang di tindsk lanjuti (di | 30%
putusan |  Eksekusi);

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019
Tujuan 1 Pencan keadilan meras kebutuhan dan kzpussannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradidan.
3. Publik percaya bahwa Pengaditan Negeri PHLTipikor Samarinda Kelas 1A memenuhi butir |

dan 2 di atas.
Terwujudnya Proses Persentase sisa perkara yang 00% |100% |00% |00% | I00%
Perailen yang Pastt diselesaikan Pidena. Perdata
Iransparan dan Akuntabel _| PHL ipikar '
Persentase pertara yang diselesaikan: | 95% | 90% | 90% | 50% | 90%
g;hhl’ll
Persuntase perkara yang tidak 0% |00% |W00% | 00% | 00%
Kasasi dan PK.
mmwn 0% [m0% |00% | i00% | 100%
puss terhadap layanan Peradilan
Peningkatan Eiektivitas | Persentase tsi pulusan yang diterima oigh | 100% | 00% | 100% | I00% | 100%
Pengelolaan Penyelesaien | para pihak
Persentase Perkara yang diselesskan | 80% | 30% | 30% | 1% | I5%
melalus Medias:
Persentase berkss Perkars yang dajukan | 90% | 90% | 90% | B5% | /5%




Banding Kasasi Pk

Persentase Putusan Perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara on line dalem waktu | hari setelah
diputus

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan

Persentase perkara prodes yang
diselesaikan.

100%

Persentase yang diselesaikan di luar
gedung Pengaditan.

Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan

5 5




MATRIK PENDANAAN
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PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR, SAMARINDA KELAS 1A

Jalan Mohammad Yamin Telepon (0541) 741542 Samarinda 75123
Faxsimile (0541) 7273010, 741542
Laman: www pn-camarinda 20.id Pos-el: po samarinda@gmal com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERL HI. TIPIXDR SAMARINDA KELAS IA
NOMOR : WILUB/ 983 /Xp10.00/5K/1/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS

PENERINTAH (LKJIF) TAHUN 2019, PENGADILAN NEGERI HLTIPIKDR SAMARINDA KELAS (A
KETUA PENGADILAN NEGERI HLTIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A

Menimbang . a Bshwa dalem rengks melaksanakan Surst Edoran Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negars dan Reformasi Birokrasi Nomor - 53 Tahun 201, serta OIKTUM KETIGA
Instruksi Presiden Nomor-S Tahun 2004 / dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Repubsk
Indonesia Nemor: 1B04/SEK/0T.01.2/1L/2013. tanggal 1§ November 2018, periu Menunjuk
TIM Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP),

b. Bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalem Lampiran Surat Keputusan ini dipandang
cokap don mampu umtuk ditunjuk sebagsi TIN Pestyusun Laporen Akuntabilitas Kinerje
Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 203 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Mengingat : | Instruksi Presiden Nomar: 7 Tahun 1359 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagaimana telah divheh demgan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Sistem Aluntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

2 Diktum Ketigs Instroksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyususnan Dokumen
Penetapan Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) mesing-mesing

3. Peratursn  Menteri  Negarn  Pendayagumaan  Aparatur  Negara  Nomor
PER/DS/MPAN/DS/2007 tentang Pedoman Umuemn Penetapan Indikater Kinerja Utama

4 Sorst Edaran Menteri Negara PendeyagunsanAparatur Megara (MEN PAN) Nomor
SE/31/M PAN/12/ 2004 tentang Penetapan Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungst

Memperhatikan - Keputusan Presiden Rl No.A2 Tehun 2002 tentang pedeman peleksanaan Anggaran dan Belenjs
Negara (Lembaran Negara Rl Nomor : 73 Tabun 2002 tambahen lembaran Negara RI
Nomur 4244) sebagaimana teleh diubeh dengan Keputusan Presiden Nemor 72 Tahun 2004
(Lembaran Negara Rl Nomor : 4418)




MEMUTUSKAN

Mengtapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERLHLTIPIXOR SAMARINDA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS! PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN
NEGER| HLTIPIKOR SAMARINDA KELAS (A TAHUN 2013

Pertama Menunjuk tim kerja uatuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Hl Tipikor Samarinda Kelas
A

Kedua Tim kerja menjalunkan tugas sesual arshan Ketua dan Wakil Ketua serta Panitera. Sekretaris
Pengadilan Negeri Hl Tipikur Samarinda Kelas Uk

Ketiga Setelah selesai dari tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIF)
Tahun 208 dapat melanjutkan tugas dan fungsinys masing-masing:

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditatapkan. dengan ketentuan apabia di kemudan
hari terdapat kekelruan akan diperbaii sehagammana mestinya.

SALINAN Keputusan ini dissmypaikan kepada :

o Sekretaris Mahkamah Agung RE

b. Kepals Badan Lrusan Administrasi Mabkamah Agung RE
t. Ketua Pengadian NegeriHl Tipkar Samarinda Keles IA;




LAMPIRAN < SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI. HI, TIPIKDR SAMARINDA KELAS (A
NONOR : WILUB/ 883 /KplD.0/5K//2020
TANGGAL - 08 Janueri 2020

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUINTABILITAS KINERJA INSTANS!
PEMERINTAH (LK.JIP) TAHUN 2018 PENGADILAN NEGERL, HL TIPIOR SAMARINDA KELAS 1A

ND NAMA/NIP JABATAN DALAM TEAM
|| HONGKUN DTOH.SHMH. | KETUA PENASERAT
2. | ABGUNG SULISTIYONDSHS Sos M Hum.__ WAKIL KETUA PENANGEUNG JAWAB
3. | BASD RASID.SHMH. PANITERA m&
s S =
5. | MANADR SH BT — SEKRETARIS
B. | MASHUM EFFENDL SH Pih PANNLD %}A
7.__| KHALID, SH i v"‘m‘ﬁn B60TA
B._| LIS SURYANI PANMLID PIDANA ANBEDTA
g aswuwﬁug T rANMUDH ANGEDTA
10| SYARIFAH NORNILY.SH ; ANGEOTA
IL._| NINA ASTINESSE ANGEDTA
12| TONY SUNARY.S Sas. ANGSOTA
13| YOGA PRIYA WIBLNAS Xam. OPERATOR




Penghargaan yang diterima Tahun 2019
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